
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus 

dilindungi dan diakui oleh negara melalui pemerintah. Dalam rangka menjamin hak 

tersebut, Konstitusi telah mengatur Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan 

pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”1 

Hubungan Industrial antara pengusaha dan pekerja timbul dari perjanjian yang 

diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertent2Soepomo   

mengungkapkan bahwa  hubungan Industrial adalah suatu hubungan antara seorang 

buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya 

perjanjian kerja antara kedua belah pihak.3
 

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, hubungan Industrial adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

                                                           
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) 

2
 Aloewic, 2006, Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian 

Perselisihan Industrial, Cetakan ke-11, BPHN, Jakarta, hal 32  
3
 Eko Wahyudi dkk. 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafikas, hal. 10 



mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.4. Hubungan Industrial berkaitan 

dengan sistem dan prosedur yang digunakan oleh serikat pekerja dan pengusaha  
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untuk menentukan imbalan atas usaha dan kondisi kerja lainnya, untuk melindungi 

kepentingan pekerja dan majikan mereka dan untuk mengatur cara-cara di mana 

pengusaha memperlakukan karyawan mereka.5  

Di Indonesia hubungan industri tercermin dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang undang tersebut secara normatif cukup 

baik dalam mewujudkan hubungan Industrial yang harmonis antara perusahaan, 

pekerja, pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan musyawarah 

dan mufakat setiap permasalahan antara pegawai dengan pengusaha dapat 

diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan 

Perselisihan hubungan Industrial biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan 

perusahaan atau antara organisasi buruh dengan organisasi perusahaan.  Salah satu 

penyebab perselisihan hubungan Industrial  salah pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di 

Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi 

kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini di sebabkan karena hubungan antara 

pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan 

para pihak untuk meningkatkan diri dalam suatu hubungan kerja.6 

Masalah utama perselisihan hubungan Industrial erat kaitannya dengan 

pengupahan dan jaminan social, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, 

perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan 

                                                           
5
. Simanjuntak, Payaman J, 2011, Manajemen Hubungan Industri. Jakarta: Lembaga Penerbit, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, hal.51 
6
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hubungan Industrial, serta hubungan dan kerjasama internasional sehingga masalah 

ini mempunyai multi dimensi, cakupan luas, dan sangat kompleks karena mencakup 

dimensi ekonomi, sosial, ekonomis.7 

Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak 

sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang 

disediakan oleh negara atau para pihak sendiri.  Perselisihan hubungan Industrial juga  

dapat diselesaikan oleh para pihak yang berselisih melalui perundingan bipatrit. 

Namun, karena para pihak tidak ada yang bersedia mengalah sehingga cara 

penyelesaian tersebut tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang terjadi.8   

Perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan timbal balik antara pengusaha 

atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Dalam 

pelaksanaannya, perjanjian kerja seringkali terjadi perselisihan perburuhan antar 

pekerja dengan perusahaan/pengusaha, sebagaimana dijelaskan oleh  Soepomo bahwa 

perselisihan perburuhan menurut rumusan Undang-undang tentang penyelesaian 

perselisihan perburuhan sendiri adalah bertentangan antara majikan atau perkumpulan 

majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubungan dengan tadi 

persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan 

perburuhan. Sehubungan dengan perumusan itu, maka mengenai perselisihan 

                                                           
7
 C. S. T. Cansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka, hal, 33 
8
 Absori, 2010. Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Bidang Pengembangan pada Era 

Liberalisasi Perdagangan, Muhammadiyah University Press,Surakarta, hal. 203-204 
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perburuhan dibedakan-bedakan antara perselisihan hak (rechtsgeschel) dan 

perselisihan kepentingan (belangengeschel).9 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan pemenuhan hak 

konstrutusional yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. 

Peraturan perundang_undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja adalah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

Pelaksana dari peraruran perundang_undangan di bidang Ketenagakerjaan. 

Secara yuridis, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa pekerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Sedangkan pemberi kerja, menurut Pasal 1 angka 4 UU 

Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. Jika di antara keduanya mengikatkan diri 

dalam sebuah hubungan pekerjaan, maka terjadi perjanjian kerja. Menurut Pasal 

1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak, dan kewajiban para pihak.10 

 

Pekerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, terbagi atas 2 jenis yaitu 

Pekerja Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Tetap 

atau Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Pekerja Kontrak 

diartikan secara hukum adalah Pekerja dengan status bukan Pekerja tetap atau dengan 

                                                           
9
Rai Mantili, 2021, Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat 

Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase) Jurnal Bina Mulia Hukum 

Volume 6, Nomor 1, September 2021 
10

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 1 angka 3 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) 
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kalimat lain Pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan 

antara Pekerja dengan Perusahaan pemberi kerja. Pekerja Kontrak diartikan secara 

hukum adalah Pekerja dengan status bukan Pekerja tetap atau dengan kalimat lain 

Pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan antara Pekerja 

dengan Perusahaan pemberi kerja. Dalam istilah hukum Pekerja kontrak sering 

disebut Pekerja PKWT, maksudnya Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

Pengusaha tidak boleh mengubah status Pekerja Tetap (PKWTT) menjadi Pekerja 

Kontrak (PKWT), apabila itu dilakukan akan melanggar hukum. Jika terpaksa dan 

tetap ingin melakukan hal tersebut diatas dapat ditempuh langkah pertama dengan 

melakukan PHK dengan pesangon setelah itu baru dilakukan PKWT, sepanjang para 

pihak menyetujuinya.11 

 Secara eksplisit hukum tidak mengatur tentang status pekerja ini, namun  

justifikasi yang dapat disampaikan adalah bahwa status Pekerja dari Pekerja Tetap 

menjadi Pekerja Kontrak adalah sama saja dengan penurunan status. Penurunan status 

Pekerja dari Tetap menjadi Kontrak adalah masuk kategori PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) sepihak dari Perusahaan dan dalam satu waktu yang sama 

Pengusaha mengangkat Pekerja (Tetap) tersebut menjadi Pekerja Kontrak. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 

56 yang menyatakan : Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu 

tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) didasarkan atas : jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
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  Lalu Husni. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 

Hal.23 



 

 

 

7

Salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pekerja 

Kontrak adalah Pekerja Kontrak harus memiliki/mendapatkan Surat Perjanjian Kerja 

yang ditandatangani oleh Pengusaha dan Pekerja yang bersangkutan. Ketentuan 

Umum PKWT Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu 

tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang 

selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap 

Pembatasan waktu maksimal bagi masa kerja bagi Pekerja Kontrak berdasarkan 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 ayat (4) 

yang menyatakan, Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 

tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 59 

ayat (6) yang menyatakan, Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat 

diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya 

perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu 

ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

Pekerja kontrak (PKWT) tidak mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.12 

Berbeda dengan pekerja tetap (PKWTT) tetap diberikan masa percobaan. PKWTT 

dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan 
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 Djumadi,2009, Hukum Perburuhaan Perjanjian Kerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada,hal  10. 
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pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, 

maka klausul-klausul yang berlaku di antara pengusaha dan pekerja adalah klausul-

klausul sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. sedangkan PKWT. 

Definisi yuridis perusahaan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) 

UU Ketenagakerjaan.  

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik 

orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain; serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Berkaitan dengan perusahaan swasta, terbagi lagi dari 

perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing dan perusahaan swasta 

campuran (joint venture).13 

Hal yang sama turut dialami oleh Mesdianto  selaku pekerja di PT. Antares 

Sinar Karunia yang bekerja di perusahaan Tergugat selama 13 tahun 9 bulan terhitung 

sejak bulan November 2008, dengan jabatan terakhir chief accountant pada Dept. 

Accounting dan menerima upah sebesar Rp. 8.375.233.00 per bulannya yang diterima 

terakhir secara penuh pada bulan Januari 2022  Perusahaan PT Antares Sinar Karunia 

selaku tergugat pada masa pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia 

pada tahun 2020 sampai awal 2022 yang lalu, Tergugat melakukan pengurangan atas 

upah yang diterima oleh Penggugat terhitung bulan April 2020 sampai dengan 

September 2021 selama 18 bulan. Kemudian tanpa pemberitahuaan dan perundingan 
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 Zainal Askin,2016  Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: Kencana, hal. 4 
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bersama terlebih dahulu dengan Penggugat, Tergugat kembali melakukan tindakan 

menurunkan upah  Penggugat  sejak  Februari sampai  April 2022  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Analisis Yuridis  

Hubungan Industrial Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak (Studi Putusan 

No. 248/pdt.sus-PHI/2022/PN.Mdn) 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi perumusan masalah dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan hukum oleh pengadilan  atas tuntutan/gugatan terhadap 

PHK secara sepihak oleh perusahaan  ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang diPHK secara sepihak oleh 

perusahaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum oleh pengadilan  atas 

tuntutan/gugatan terhadap PHK secara sepihak oleh perusahaan 

2. Untuk mengetahui bagaimana  perlindungan hukum bagi pekerja yang diPHK 

secara sepihak 
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D.l  Manfaatl  Penelitianl   

a) Manfaatl  Teoritis 

Penelitianl  inil  bermanfaatl  sebagail  pengembanganl  ilmul  hukuml  khususnyal  

dalaml  hukuml  ketenagakerjaanl  mengenail  perlindunganl  hakl  pekerjal  dapatl  

menindaklanjutil  terhadapl  hukuml  ketenagakerjaanl  berdasarkanl  UUl  

Ketenagakerjaanl  Nol  13l  Tahunl  2003,l  l  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  35l  

tahunl  2021l  (PPl  35/2021)l  tentangl  Perjanjianl  Kerjal  Waktul  Tertentu,l  Alihl  

Daya,l  Waktul  Kerjal  danl  Waktul  Istirahat,l  danl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerja,l  

yangl  merupakanl  aturanl  turunanl  daril  UUl  Ciptal  Kerjal  No.l  11l  tahunl  2020. 

b) Manfaatl  Praktis 

a. Bagil  pengadilanl   

Sebagail  pendalamanl  bagil  paral  praktisil  hukuml  sepertil  hakim,l  jaksa,l  

pengacaral  danl  lainnyal  dalaml  penyelesaianl  masalah-masalahl  yangl  

terkaitl  denganl  perkaral  pemutusanl  hubunganl  kerjal  secaral  sepihak. 

b. Bagil  Perusahaan 

Dapatl  meningkatkanl  kesadaranl  perusahaanl  terhadapl  pertanggungl  

jawabanl  kepadal  karyawanl  khususnyal  dalaml  pemberianl  upahl  maupunl  l  

hakl  hakl  yangl  telahl  diaturl  olehl  perundang-undangan. 

c. Bagil  Tenagal  Kerja 

Diharapkanl  tenagal  kerjal  dapatl  lebihl  telitil  untukl  mengklaiml  hakl  danl  

kewajibanl  sebagaimanal  perjanjianl  kerjal  yangl  telahl  disepakatinl  

bersamal  antaral  perusahaanl  denganl  karyawanl  l   
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c) Manfaatl  Bagil  Peneliti 

Sebagail  persyaratanl  untukl  memperolehl  gelarl  Sarjanal  Hukuml  danl  untukl  

mempelajaril  danl  menganalisisl  searal  lebihl  dalaml  mengenail  hall  hall  yangl  

berkaitanl  ketenagakerjaan.l   

Bagil  Penulisl  penelitianl  inil  diharapkanl  untukl  menambahl  pengetahuanl  

khususnyal  mengenail  perlindanganl  hukuml  bagil  ketenagakerjaanl  

berdasarkanl  Undang-Undangl  Ketenagakerjaanl  Nol  13l  Tahunl  2003. 
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BABl  II 

TINJAUANl  PUSTAKA 

 

A.l  Tinjauanl  Umuml  Tentangl  Hubunganl  Industriall   

1.l  Pengertianl  Hubunganl  Industriall  (Industriall  Relation) 

 Menurutl  paral  ahli,l  pengertianl  hubunganl  indusriall  adalahl  sisteml  hubunganl  

yangl  terbentukl  antaral  paral  pelakul  prosesl  produksil  barangl  dan/ataul  jasa,l  dimanal  

pihakl  buruhl  danl  pihakl  pengusaha,l  adalahl  sebagail  pihakl  yangl  secaral  fisikl  terlibatl  

langsung,l  sedangkanl  pihakl  pemerintahl  terlibatl  dil  dalaml  hal-hall  tertentul  secaral  tidakl  

langsung
14

 

Pengertianl  hubunganl  kerjal  industril  adalahl  hubunganl  yangl  terjalinl  antaral  

pengusahal  danl  pekerjal  yangl  timbull  daril  perjanjianl  yangl  diadakanl  untukl  jangkal  

waktul  tertentul  maupunl  tidakl  tertentu.
15

l  Hubunganl  kerjal  menurutl  Imaml  Soepomol  

yaitul  suatul  hubunganl  antaral  seorangl  buruhl  danl  seorangl  majikan,l  dimanal  hubunganl  

kerjal  itul  terjadil  setelahl  adanyal  perjanjianl  kerjal  antaral  kedual  belahl  pihak.l  Merekal  

terikatl  dalaml  suatul  perjanjian,l  dil  satul  pihakl  pekerja/buruhl  bersedial  bekerjal  denganl  

menerimal  upahl  danl  pengusahal  memperkerjakanl  pekerja/l  buruhl  denganl  memberil  

upah.
16

 

Pengertianl  hubunganl  kerjal  menurutl  Hartonol  Wisosol  danl  Judiantoro,l  adalahl  

kegiatan-kegiatanl  pengerahanl  tenaga/jasal  seseorangl  secaral  teraturl  demil  kepentinganl  

                                                           
14

l  l  Suwarto,2003l  Hubunganl  Industriall  Dalaml  Praktik,l  Asosiasil  Hubunganl  Industriall  

Indonesia,l  Jakarta,l  l  hal.l  1. 
15

l  l  Adrianl  Sutedi.l  2009.l  Hukuml  Perburuhan,l  Jakarta:l  Sinarl  Grafika,l  halamanl  3 
16

l  l  l  Sendjunl  H.l  Manulang,l  Pokok-Pokokl  Hukuml  Ketenagakerjaanl  dil  Indonesia,l  Rinekal  Cipta,l  

Jakarta,l  2007,l  hal.l  145. 
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orangl  lainl  yangl  memerintahnyal  (pengusahal  /majikan)l  sesuail  denganl  perjanjianl  kerjal  

yangl  telahl  disepakati.17 

 Pengertianl  hubunganِl  Industriall  l  menurutl  Undang-Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  

2003l  tentangl  Ketenagakerjaanl  pasall  1l  angkal  16l  l  adalahl  suatul  hubunganl  yangl  

terbentukl  antaral  paral  pelakul  dalaml  prosesl  produksil  barangl  dan/ataul  jasal  yangl  terdiril  

daril  unsurl  pengusaha,l  pekerja/buruh,l  danl  pemerintahl  berdasarkanl  nilail  nilail  

Pancasilal  danl  Undang-l  Undangl  Dasarl  Negaral  Republikl  IndonesiaِTahunِl  1945.l  

Sedangkanl  Undang-Undangl  Ketenagakerjaanl  padal  Pasall  1l  angkal  15l  menyebutkan,l  

bahwal  “hubunganl  kerjal  yaitul  hubunganl  antaral  pekerjal  denganl  pengusahal  

berdasarkanl  perjanjianl  kerja,l  yangl  mempunyail  unsurl  perintah,l  upah,l  sertal  

pekerjaan.”
18

 

 Berdasarkanl  beberapal  pengertianl  tentangl  hubunganl  industril  tersebutl  dil  atas,l  l  

penulisl  menyimpulkanl  bahwal  pengertianl  hubunganl  Industriall  sebagail  suatul  l  

hubunganl  l  kerjal  antaral  pengusahal  danl  pekerjal  yangl  bersifatl  mengikatl  l  dalaml  jangkal  

waktul  tertentul  sesuail  ketentuanl  hukuml  yangl  berlaku.l   

 

2.l  Asas-asasl  Hubunganl  Kerjal  Industril  l   

Menurutl  paral  ahli,l  adal  beberapal  asasl  hubunganl  kerjal  indutril  yaknil  l  a)l  

pengembanganl  hubunganl  kerja,l  b)l  Pemeliharaanl  hubunganl  industril  danl  c)l  

Perkembanganl  demokrasil  industri.
19

l  Hubunganl  kerjal  industril  menurutl  Gustavl  

                                                           
17

l  Hartonol  Judiantoro,l  2002,l  Segil  Hukuml  Penyelesaianl  Perselisihanl  Perburuhan,l  Rajawalil  

Pers,l  Jakarta,l  Hall  10 
18

l  l  Ahmadl  Hunaenil  Zulkarnaen,l  2018,l  Masalahl  Rawanl  Dalaml  Hubunganl  Industriall  Danl  

Konsepl  Negaral  Kesejahteraanl  Indonesia,l  Jurnall  Mimbarl  Justitia,l  hal.7 
19

l  Rahadi,l  2021,l  Aspekl  Aspekl  Hubunganl  Industri,l  Gramedial  Jakarta,l  hal.l  46 
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mengandungl  3l  (tiga)l  asasl  hukuml  yaknil  1)l  Asasl  kepastianl  hukuml  (rechtmatigheid),l  

2)l  Asasl  keadilanl  hukuml  (gerectigheit),l  danl  3).l  Asasl  kemanfaatanl  hukuml  

(doelmatigheidl  

20
.l  Adal  beberapal  unsurl  unsurl  hubunganl  kerjal  yaknil  1)l  Perintah,l  2).l  

Pekerjaanl  danl  3)l  Upah.
21

 

Asas-asasl  hubunganl  Industriall  berdasarkanl  normal  hukuml  hubunganl  

Industriall  dil  Indonesia,l  terutamal  UUl  No.13l  Tahunl  2003l  tentangl  Ketenagakerjaan,l  

Pasall  3,l  l  adalahl  sebagail  berikut:
22

 

 1).l   Asasl  Manfaatl  l   
  Dalaml  artil  memberil  manfaatl  bagil  buruh,l  pengusaha,l  pemerintah,l  sertal  

masyarakat.l   

 

 2).l   Asasl  Usahal  Bersamal  danl  Kekeluargaanl  l   
  Dalaml  pengertianl  Demokrasil  Ekonomil  yaitul  makal  usahal  bersamal  

perekonomianl  disusunl  sebagail  usahal  bersamal  atasl  asasl  sebagail  gerakanl  

ekonomil  rakyatl  berdasarkanl  atasl  asasl  kekeluargaan.l   

 

 3).l   Asasl  Demokrasil   
  Yaknil  keputusanl  diambill  berdasarkanl  musyawarahl  bersamal   

 

 4).l   Asasl  Keterbukaanl   
  Yaitul  asasl  yangl  membukal  diril  terhadapl  hakl  masyarakatl  untukl  memperolehl  

informasil  yangl  benar,l  jujur,l  danl  tidakl  diskriminatifl  tentangl  penyelenggaraanl  

negaral  denganl  tetapl  memperhatikanl  perlindunganl  atasl  hakl  asasil  pribadi,l  

golongan,l  danl  rahasial  negara.l   

 

5).l   Asasl  Adill  danl  Meratal  l   
  Yaitul  asasl  yangl  menempatkanl  seseorangl  padal  kedudukanl  yangl  samal  sertal  

untukl  semual  orangl  bukanl  hanyal  terbatasl  padal  kewilayahan,l  sukul  bangsa,l  ras,l  

agamal  danl  lainl  sebagainya;l  ataul  bahwal  pembangunanl  nasionall  yangl  

diselenggarakanl  sebagail  usahal  bersamal  harusl  meratal  dil  semual  lapisanl  

masyarakatl  danl  dil  seluruhl  wilayahl  tanahl  air.l   

 

                                                           
20

l  Peterl  Mahmudl  Marzuki,2009,l  l  Prenadal  Medial  Group,l  Jakarta),l  hal..l  152 
21

https://repository.uib.ac.id/665/6/S-1151023-chapter2.Azas-asasl  Hubunganl  Industri,l  diaksesl  

padal  18l  Agustusl  2024l  jaml  11.20.WIB. 
22

l  l  Agusl  Purwoto,l  2023,l  Hukuml  Ketenagakerjaan,l  Jakarta,l  hal.47 
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 6).l   Asasl  Kemitraanl  Kerjal   
  Yaitul  mengandungl  artil  :l   

  (a)l  bahwal  pekerjal  danl  pengusahal  adalahl  mitral  kerjal  dalaml  prosesl  produksil  

yangl  berartil  keduanyal  harusl  bekerjasamal  salingl  membantul  l  untukl  

meningkatkanl  kesejahteraan,l  perusahaanl  danl  produktivitas;l   

  (b)l  bahwal  pekerjal  danl  pengusahal  merupakanl  mitral  dalaml  menikmatil  hasill  

perusahaanl  yangl  berartil  bahwal  hasill  perusahaanl  haruslahl  dinikmatil  secaral  

bersamal  denganl  bagianl  yangl  layakl  danl  serasi;l   

  (c)l  bahwal  pekerjal  danl  pengusahal  merupakanl  mitral  dalaml  tanggungl  jawab,l  

yaitul  tanggungl  jawabl  kepadal  Tuhanl  Yangl  Mahal  Esa,l  tanggungl  jawabl  

kepadal  Bangsal  danl  Negara,l  tanggungl  jawabl  kepadal  masyarakatl  

sekelilingnya,l  tanggungl  jawabl  kepadal  pekerjal  sertal  keluarganya,l  danl  

tanggungl  jawabl  kepadal  perusahaanl  dimanal  tempatl  merekal  berkerja.l  

23
l  l   

 

 7).l   Asasl  Keterpaduanl   
  Yaknil  keterpaduanl  dalaml  artil  melaluil  koordinasil  fungsionall  lintasl  sektorall  

pusatl  danl  daerah.l  l   

 

 8).l   Asasl  Nonl  Diskriminasi 

 

  Diskriminasil  dalaml  hall  inil  adalahl  dalaml  hall  pengupahan.l  Pengupahanl  yangl  

samal  bagil  buruhl  laki-lakil  danl  perempuanl  untukl  pekerjaanl  yangl  samal  

nilainya.l  Sebagaimanal  diaturl  dalaml  dalaml  UUl  No.80l  Tahunl  1957l  tentangl  

Persetujuanl  Konvensil  ILOl  No.100l  mengenail  pengupahanl  yangl  samal  bagil  

buruhl  lakil  lakil  danl  perempuanl  untukl  pekerjaanl  yangl  samal  nilainya.l  (Undang-

Undangl  No.l  80l  Tahunl  1957l  Tentangl  Persetujuanl  Konvensil  ILOl  No.l  100l  

Mengenail  Pengupahanl  Bagil  Laki-Lakil  Danl  Wanital  Untukl  Pekerjaanl  Yangl  

Samal  Nilainyal  (sepertil  terteral  padal  Lembaranl  Negaral  No.l  171l  Tahunl  1957)
24

 

 

3.l  Tujuanl  Hubunganl  Industril   

l   Menurutl  paral  ahli,l  adal  4l  (empat)l  tujuanl  hubunganl  Industriall  yakni:l  

25
l   

1)l  Memperbaikil  kondisil  ekonomil  buruhl  dalaml  keadaanl  manajemenl  industril  danl  

pemerintahanl  politikl  yangl  ada;l   

2)l   Penguasaanl  industril  olehl  Negaral  untukl  mengaturl  produksil  danl  Industrial;l   

3)l   Sosialisasil  ataul  nasionalisasil  industril  denganl  menjadikanl  negaral  sebagail  pemberil  

kerja;l  danl   

                                                           
23

l  https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/download/211/105/969,l  &rgensil  

Pembaharuanl  Kemitraanl  Hukuml  Hubunganl  Industri,l  diaksesl  padal  18l  Agustusl  2024l  jam13.15l  WIB.l   
24

l  Ugol  danl  Pujiyo,l  2011,l  Hukuml  Acaral  Penyelesaianl  Hubunganl  Industriall  Tatal  Caral  danl  

Prosesl  Penyelesaianl  Sengketal  Perburuhan,l  Jakarta:l  Sinarl  Grafika,l  hal.42 
25

l  Asyhadie,l  Zaenil  danl  Rahmawatil  Kusuma.l  2018.l  Hukuml  Ketenagakerjaanl  Dalaml  Teoril  

Danl  Praktikl  Dil  Indonesia.l  Jakarta:l  Prenadal  Media,hal.l  44. 
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4)l   Menyerahkanl  kepemilikanl  industril  padal  pekerja. 

 

  Tujuanl  utamal  hubunganl  industril  menurutl  Soerosol  adalahl  untukl  menjagal  

keseimbanganl  hakl  danl  kewajibanl  pekerjal  danl  perusahaan.
26

l  l  Sedangkanl   Tujuanl  

hubunganl  industril  menurutl  Sumantol  antaral  lainl  adalahl  :l  

27
l   

1),l  Menjagal  kepentinganl  tenagal  kerjal  danl  manajemenl  denganl  mengamankanl  tingkatl  

salingl  pengertianl  l  antaral  semual  bagianl  l  industril  terkaitl  denganl  prosesl  produksi.l   

2)l   Meningkatkanl  produktivitasl  kel  tingkatl  yangl  lebihl  tinggil  denganl  menahanl  

kecenderunganl  perputaranl  tenagal  kerjal  yangl  lebihl  tinggil  danl  seringnyal  absen.l   

3)l   Menghindaril  konflikl  Industriall  danl  mengembangkanl  hubunganl  yangl  harmonisl  

antaral  buruhl  danl  manajemenl  untukl  kemajuanl  industril  dil  suatul  negara.l   

4), Membangunl  danl  memeliharal  demokrasil  industri,l  berdasarkanl  kemitraanl  tenagal  

kerja,l  tidakl  hanyal  l  berbagil  keuntungan,l  tetapil  jugal  melibatkanl  tenagal  kerjal  dalaml  

prosesl  pengambilanl  keputusanl   

5)l   Menjembatanil  kontroll  pemerintahl  atasl  unit-unitl  yangl  mengalamil  kerugianl  ataul  dil  

manal  produksinyal  harusl  diaturl  untukl  kepentinganl  umum.l   

6)l   Menghentikanl  pemogokan,l  penguncian,l  danl  taktikl  tekananl  lainnyal  denganl  

memberil  upah,l  perbaikanl  kondisil  kerjal  danl  tunjanganl  bagil  yangl  lebihl  baikl   

7)l   Untukl  menjembatanil  kesenjangan,l  olehl  negara,l  antaral  tatananl  sosiall  yangl  tidakl  

seimbang,l  tidakl  teratur,l  danl  tidakl  sesuail  l  danl  kebutuhanl  membentukl  kembalil  

hubunganl  sosiall  yangl  kompleksl  yangl  dapatl  disesuaikanl  denganl  kemajuanl  

teknologil  denganl  mengendalikanl  danl  mendisiplinkanl  anggotal   

 

 Tujuanl  hubunganl  industril  l  adalahl  adanyal  kepastianl  danl  perlindunganl  hukuml  

dalaml  penyelesaianl  perselisihanl  hubunganl  industri,l  dimanal  penyelesaianl  sengketal  

denganl  mediasil  mengandungl  unsur-unsurl  sebagail  berikutl  :
28

 

1).l   Tujuanl  hubunganl  industril  sebagail  prosesl  penyelesaianl  sengketal  berdasarkanl  

perundinganl  (mediasi)l   

2).l   Pihakl  ketigal  netrall  yangl  disebutl  sebagail  mediatorl  terlibatl  danl  diterimal  olehl  paral  

pihakl  yangl  bersangkutanl  dil  dalaml  perundinganl  l   

3).l  Sebagail  mediatorl  yangl  bertugasl  membantul  paral  pihakl  yangl  bersengketal  untukl  

mencaril  jalanl  keluarl  penyelesaianl  atasl  masalah-masalahl  sengketal  l   

                                                           
26

l  Soeroso,l  2011,Pengantarl  Ilmul  Hukum,l  (Jakarta;l  PT.l  Sinarl  Grafika),l  hal.27l   
27

l  Sumanto.l  2014.l  Hubunganl  Industrial,l  Cet.l  I.l  Yogyakarta:l  Pusatl  Layananl  Penerbitanl  

Akademik,l  hal,l  59 
28

l  Wibowo,l  2023,l  Urgensil  Pembaharuanl  Hukuml  Ketenagakerjaanl  Indonesial  Untukl  

Mengakomodasil  Perlindunganl  Hubunganl  Kemitraan,l  Jurnall  Ketenagakerjaanl  Vol.l  8l  No.l  2,l  hal.l  3 
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4). Mediatorl  tidakl  mempunyail  kewenanganl  membuatl  keputusanl  selamal  prosesl  

perundinganl  berlangsung,l  danl   

5).l  Tujuanl  mediasil  adalahl  untukl  mencapail  ataul  menghasilkanl  kesepakatanl  yangl  

dapatl  diterimal  pihak-pihakl  yangl  bersengketal  gunal  mengakhiril  sengketa. 

 

 Tujuanl  hubunganl  industril  adalahl  adanyal  kepastianl  danl  perlindunganl  hukuml  

dalaml  penyelesaianl  perselisihanl  hubunganl  industri,l  l  yangl  meliputil  l  :
29

 

1). Memfasilitasil  tercapainyal  harapanl  rakyatl  Indonesia,l  terutamal  tercapainyal  

kemajuanl  sosiall  danl  ekonomil  yangl  merata.l   

2) Pelaksanaanl  sisteml  globall  yangl  didasarkanl  padal  nilai-nilail  kebebasan,l  

ketenteramanl  abadi,l  danl  perlakuanl  yangl  adill  bagil  semual  individul  dalaml  

masyarakat.l   

3) Mengembangkanl  lingkunganl  yangl  ditandail  olehl  kedamaian,l  ketenteraman,l  

keteraturan,l  danl  ketenangan.l   

4)l   Meningkatkanl  tingkatl  produktivitasl  danl  produksil  tenagal  kerja.l   

5). Meningkatkanl  kesejahteraanl  danl  keterampilanl  paral  anggotal  timl  yangl  sejalanl  

denganl  harkatl  danl  martabatl  nilai-nilail  kemanusiaan 

 
 

B.l  Tinjauanl  Tentangl  Tenagal  Kerjal  danl  Hukuml  Tenagal  Kerja 

1.l  Pengertianl  Tenagal  Kerjal  danl  Hukuml  Tenagal  Kerjal  l   

a.l  Tenagal  Kerjal   

l  Menurutl  paral  ahli,l  pengertianl  tenagal  kerjal  adalahl  pendudukl  denganl  usial  

antaral  17l  tahunl  sampail  60l  tahunl  yangl  bekerjal  untukl  menghasilkanl  uangl  sendiri.
30

l  l  

Pekerjal  ataul  tenagal  kerjal  adalahl  setiapl  orangl  yangl  bekerjal  denganl  menerimal  upahl  

ataul  imbalan.l  denganl  katal  lain,l  pekerjal  adalahl  tenagal  kerjal  yangl  sedangl  dalaml  ikatanl  

hubunganl  perjanjianl  kerja.
31

 

                                                           
29

l  https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.328,l  Penerapanl  Hubunganl  Industriall  Pancasilal  Padal  

Perusahaanl  Untukl  Mendorongl  Pertumbuhanl  Ekonomi,l  Diaksesel  l  15l  Agustl  2024l  Jaml  17.20, 
30

l  http://repository.unimus.ac.id/616/3/BAB%20II.pdf,l  Tenagal  kerja,l  diaksesl  padal  17l  Agustusl  

2024l  jaml  15.30l  WIB 
31

l  Sudarsono,l  2001,l  Pengantarl  Ekonomil  Mikro,l  (Jakarta:l  LP3ES,,l  hall  201l  l   
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 Tenagal  kerjal  adalahl  semual  orangl  yangl  bersedial  danl  sanggupl  untukl  

melakukanl  pekerjaanl  termasukl  merekal  yangl  menganggurl  meskipunl  bersedial  danl  

sanggupl  dalaml  bekerjal  danl  merekal  yangl  menganggurl  terpaksal  akibatl  tidakl  

tersedianyal  kesempatanl  kerja
32

l  l   

Pengertianl  tenagal  kerjal  menurutl  Undang-Undangl  No.l  13l  tahunl  2003l  Babl  Il  

pasall  1l  ayatl  2l  l  adalahl  setiapl  orangl  yangl  mampul  melakukanl  pekerjaanl  gunal  

menghasilkanl  barangl  danl  ataul  jasal  baikl  untukl  memenuhil  kebutuhanl  sendiril  maupunl  

untukl  masyarakat.
33

l   

 Menurutl  Kamusl  Besarl  Bahasal  Indonesial  tenagal  kerjal  didefinisikanl  sebagail  

seseorangl  yangl  bekerjal  ataul  mengerjakanl  sesuatu,l  orangl  yangl  mampul  melakukanl  

pekerjaanl  baikl  dil  dalaml  maupunl  dil  luarl  hubunganl  kerja
34

 

 Berdasarkanl  beberapal  pengertianl  tenagal  kerjal  tersebutl  dil  ata,sl  penulisl  

menyimpulkanl  bahwal  tenagal  kerjal  adalahl  setiapl  individul  yangl  mengikatkanl  diril  

sebagail  pekerjal  suatul  l  lembagal  ataul  perusahaanl  danl  terikatl  dalaml  perjanjianl  kerjal  

antaral  l  lembagal  yangl  mempekerjakanl  denganl  tenagal  kerjal  itul  sendiri.l   

 

b.l  Hukuml  Tenagal  Kerjal   

l  Menurutl  paral  ahli,l  adal  beberapal  pengertianl  hukuml  tenagal  kerja,l  l  dimanal  

hukuml  tenagal  kerjal  merupakanl  bgianl  l  daril  hukuml  yangl  berlakul  yangl  menjadil  dasarl  

dalaml  mengaturl  hubunganl  kerjal  antaral  tenagal  kerjal  denganl  majikanl  ataul  

                                                           
32

l  Zenda,l  R.l  H.,l  &l  Suparno,l  l  2017.l  tenagal  Kerjal  dil  Kotal  Surabaya.l  Jurnall  Ekonomil  danl  

Bisnis,l  diaksesl  Sabtu,l  13l  Juli2024l  l  l   
33

l  Subijanto,l  2011,l  Peranl  Negaral  dalaml  Hubunganl  Tenagal  Kerjal  Indonesia,l  Jurnall  

Pendidikanl  danl  Kebudayaan,l  voll  17l  nol  6,l  l  hal.l  708. 
34

l  WJS.l  Poerwodarminto,Kamusl  Besarl  Bahasal  Indonesia,l  Balail  Fustakal  Indonesia,l  Jakarta,l  

2015,l  Cet-7,l  hal.l  15. 
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perusahaannya,l  mengenail  tatal  kehidupanl  danl  tatal  kerjal  yangl  langsungl  bersangkutl  

pautl  denganl  hubunganl  kerjal  tersebut.
35

 

 Pengertianl  hukuml  tenagal  kerjal  adalahl  himpunanl  peraturanperaturan,l  baikl  

tertulisl  maupunl  tidakl  tertulisl  berkenaanl  denganl  kejadianl  dimanal  seorangl  bekerjal  

padal  orangl  lainl  denganl  menerimal  pengupahan.
36

 

 Menurutl  Arif,l  hukuml  tenagal  kerjal  (perburuhan)l  adalahl  bagianl  daril  hukuml  

yangl  berlakul  yangl  padal  intinyal  mengaturl  hubunganl  antaral  buruhl  danl  pemberil  kerja,l  

buruhl  denganl  buruhl  danl  buruhl  denganl  penguasa.l  

37
 

Pengertianl  hukuml  tenagal  kerjal  menurutl  UUl  Ketenagakerjaanl  Pasall  1l  angkal  1l  

l  l  adalahl  hal-hall  yangl  berhubunganl  denganl  tenagal  kerjal  padal  waktul  sebelum,l  selama,l  

danl  sesudahl  masal  kerja,l  sedangkanl  padal  Pasall  1l  angkal  2l  UUl  Ketenagakerjaanl  

disebutkanl  bahwal  tenagal  kerjal  adalahl  setiapl  orangl  yangl  mampul  melakukanl  

pekerjaanl  denganl  baikl  dalaml  maupunl  luarl  hubunganl  kerja,l  gunal  menghasilkanl  

barangl  danl  ataul  jasal  untukl  memenuhil  kebutuhanl  padal  diril  sendiril  maupunl  

masyarakat.
38

 

Pengaturanl  hukuml  ketenagakerjaanl  dil  Indonesial  diaturl  dalaml  UUl  

Ketenagakerjaan.l  Peraturanl  hukuml  tenagal  kerjal  yangl  berlakul  adalahl  UUl  No.l  13l  

Tahunl  2003l  tentangl  Ketenagakerjaanl  besertal  peraturan-peraturanl  pelaksanaanya.l  

Untukl  penyelesaianl  sengketal  pekerjal  denganl  pengusahal  berlakul  UUl  No.l  2l  Tahunl  

                                                           
35

l  Kartal  Sapoetral  danl  Riencel  Indraningsih,l  2008l  Pokok-pokokl  Hukuml  Peburuhan,l  (Bandung:l  

Armico,l  l  hal.l  2l   
36

l  Syamsuddin,l  Mohd.l  Syaufii,2009,l  Konsepsil  Hubunganl  Industrial,l  Puslitbangl  

Ketenagakerjaan,l  Jakarta,l  hal.l  37 

37
l  Arif,l  1986,l  Hukuml  Perburuhanl  Indonesial  (Himpunanl  Peraturanl  PerundangUndang),l  Tintal  

Mas,l  Surabaya,l  hal.l  150l  l   
38

l  UUl  Ketenagakerjaanl  Pasall  1l  angkal  1l  danl  2.l   
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2004l  tentangl  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  danl  telahl  dilengkapil  

pembentukanl  Pengadiilanl  Hubunganl  Industriall  dil  sejumlahl  pengadilanl  

39
 

Ketenagakerjaanl  adalahl  himpunanl  peraturan-peraturan,l  baikl  tertulisl  maupunl  

tidakl  tertulisl  berkenaanl  denganl  kejadianl  dimanal  seorangl  bekerjal  padal  orangl  lainl  

denganl  menerimal  pengupahan.l  Denganl  katal  lain,l  hukuml  perburuhanl  adalahl  aturanl  

danl  normal  yangl  tertulisl  maupunl  tidakl  tertulisl  yangl  mengaturl  polal  dalaml  hubunganl  

Industriall  antaral  pekerjal  ataul  buruhl  denganl  pengusahal  danl  perusahaan
40

 

Daril  pengertianl  hukuml  ketenagakerjaanl  dil  atas,l  dapatl  dipahamil  bahwal  hukuml  

ketenagakerjaanl  memilikil  serangkaianl  peraturanl  tertulisl  maupunl  tidakl  tertulis;l  

Mengaturl  kejadianl  suatul  hubunganl  kerjal  antaral  pekerjal  danl  buruhl  ataul  majikan;l  l  

mengaturl  perlindunganl  pekerjal  ataul  buruhl  meliputil  masalahl  keadaanl  sakit,l  hamil,l  

melahirkan,l  keberadaanl  organisasil  pekerjal  ataul  buruhl  danl  sebagainya 

2.l  Hakl  danl  Kewajibanl  Tenagal  Kerja 

l  Hakl  adalahl  suatul  kewenanganl  ataul  kekuasaanl  yangl  diberikanl  olehl  hukuml  l  

baikl  umuml  ataupunl  pribadi.l  Kewenanganl  yangl  diberikanl  hukuml  obyektifl  padal  

subyekl  hukuml  berimplikasil  kepadal  subyekl  hukuml  itul  sendiril  sehinggal  dapatl  berbuatl  

apal  sajal  terhadapl  sesuatul  yangl  menjadil  haknyal  asall  tidakl  bertentanganl  denganl  

peraturanl  perundang-undangan,l  ketertibanl  umuml  maupunl  kepatutan
41

 

Kewajibanl  secaral  hukuml  merupakanl  sesuatul  pertanggungjawabanl  yangl  dil  

bebankanl  kepadal  seseorangl  karenal  adanyal  suatul  keadaanl  hukuml  dimanal  seseorangl  

tersebutl  harusl  melakukanl  sesuatu,l  misall  karenal  adanyal  sesuatul  yangl  telahl  ditetapkanl  

                                                           
39

l  Gatotl  Supramono.l  2012.l  Hukuml  Orangl  Asingl  dil  Indonesia.l  Penerbitl  Sinarl  Grafika.l  Hal.l  50 
40

l  l  Soedardji,l  2008.l  Hukuml  Ketenagakerjaanl  dil  Indonesia:l  Panduanl  bagil  Pengusaha,l  Pekerja,l  

danl  Calonl  Pekerja.l  Pustakal  Yustisia,l  Yogyakarta.hal.l  56l  l   
41

l  Hansl  Kelsen,2006l  Teoril  Hukuml  Murni,l  Dasar-Dasarl  Ilmul  Hukuml  Normatifl  (Bandungl  :l  

Nusamedial  danl  Nuansa,hal,.l  132-133l   
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olehl  UU,l  misall  kewajibanl  melakukanl  pekerjaanl  tertentul  karenal  suatul  jabatanl  

pekerjaan.l  wajibanl  jugal  lahirl  daril  suatul  kesepakatanl  yangl  dituangkanl  kel  dalaml  suatul  

perjanjianl  ataul  kontrak
42

 

Secaral  hukuml  universal,l  bahwal  suatul  hakl  danl  kewajibanl  merupakanl  suatul  hall  

yangl  tidakl  dapatl  dipisahkan,l  dimanal  adanyal  suatul  hubunganl  timball  balikl  daril  suatul  

subjekl  hukuml  denganl  subjekl  hukuml  lainnya.
43

l   

Hak-hakl  dasarl  paral  pekerjal  tersebutl  selanjutnyal  dibedakanl  antaral  hak-hakl  

dasarl  yangl  bersifatl  klasikl  danl  hak-hakl  dasarl  yangl  bersifatl  sosial.l  Jikal  ditinjaul  daril  

segil  keteraitanl  antaral  hakl  danl  kehidupanl  bermasyarakat,l  terdapatl  hak-hakl  privatl  

(pribadi)l  yangl  terdiril  daril  hak-hakl  absolutl  (mutlak)l  danl  hak-hakl  relatifl  yangl  melekatl  

padal  setiapl  pekerjal  yangl  bekerjal  padal  perusahaanl  l  yangl  merupakanl  hakl  hakl  yangl  

wajibl  dilindungil  hukum.l   

Secaral  umuml  adal  beberapal  hakl  pekerjal  yangl  dianggapl  mendasarl  danl  harusl  

dijamin,l  kendatil  dalaml  penerapannyal  bisal  sangatl  ditentukanl  olehl  perkembanganl  

ekonomil  danl  sosial-budayal  danl  masyarakatl  ataul  negaral  dil  manal  suatul  perusahaanl  

beroperasil  diantaranya:
44

l   

a. Hakl  Untukl  Mendapatkanl  Upahl  l   

 Hakl  inil  telahl  diaturl  dil  dalaml  Pasall  88l  sampail  Pasall  98l  UUl  Ketenagakerjaan.l  

Jugal  diaturl  dil  dalaml  Keputusanl  Menteril  Tenagal  Kerjal  yaknil  KEPMENl  

No.49/MEN/IV/2004l  tentangl  Skalal  Upahl  danl  Ketentuanl  Struktur 

b. Hakl  atasl  perlindunganl  jaml  kerjal  l   

 Jaml  kerjal  bagil  pekerja/buruhl  jugal  sudahl  diaturl  dil  dalaml  Pasall  77l  sampail  

denganl  Pasall  85l  UUl  Ketenagakerjaan.l  Untukl  jaml  kerjal  normall  adalahl  40l  jaml  

                                                           
42

l  Yasin,l  2011,l  Hakl  Azasil  Manusial  Danl  Hakl  Sertal  Kewajibanl  Wargal  Negaral  Dalaml  Hukuml  

Positifl  Indonesia,l  hal.l  12l   
43

l  Sonnyl  Sumarsono,l  2008l  Ekonomil  Manajemenl  Sumberl  Dayal  Manusial  danl  

Ketenagakerjaan,(Yogyakarta:Grahal  Ilmu,l  ,hal.4l  l   
44

l  Sonnyl  Keraf,l  2008,l  Etikal  Bisnis,l  Tuntutanl  danl  relevansinya,l  edisil  baru,l  Yogyakarta:l  

Kanisius,l  l  ,l  hal.l  162-172 
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seminggu.l  Apabilal  setelahl  jaml  normall  masihl  bekerja,l  daatl  dihitungl  sebagail  jaml  

lemburl  sebagaimanal  diaturl  dil  dalaml  Pasall  1l  ayatl  (1)l  Keputusanl  Menteril  

Tenagal  Kerjal  danl  Transmigrasil  No.l  KEP.102/MEN/VI/2004l  tentangl  upahl  kerjal  

lemburl  l   

c. Hakl  atasl  Tunjanganl  Haril  Rayal  l   

 Adalahl  sesuatul  yangl  wajibl  diberikanl  olehl  pengusahal  kepadal  setiapl  pekerja/l  

buruhnya.l  Berdasarkanl  ketentuanl  hukuml  padal  Pasall  2l  ayatl  (1)l  Peraturanl  

Menteril  Ketenagakerjaanl  No.l  6l  Tahunl  2016l  tentangl  Tunjanganl  Haril  Raya,l  

pengusahal  wajibl  memberil  THRl  keagamaanl  kepadal  pekerjal  yangl  telahl  

mempunyail  masal  kerjal  1l  (satu)l  bulanl  secaral  lebihl  ataul  terusl  menerus. 

d. Hakl  atasl  Perlindunganl  Jaminanl  Sosiall  Tenagal  Kerjal  l   

 Ketentuanl  inil  inil  diaturl  dalaml  UUl  BPJSl  (Badanl  Penyelenggaral  Jaminanl  

Sosial).l  Jaminanl  sosiall  inil  wajibl  diberikanl  olehl  pengusaha/pemberil  kerjal  bagil  

pekerja/l  buruh,l  gunal  mewujudkanl  masyarakatl  yangl  sejahtera,l  adil,l  makmurl  

sebagaimanal  ketentuanl  padal  Pasall  15l  UUl  BPJSl   

e. Hakl  atasl  kompensasil  PHKl  l   

 Yangl  telahl  diaturl  dil  dalaml  UUl  Ketenagakerjaan.l  Adal  4l  macaml  kompensasil  

PHK,l  diantaranya:l  kompensasil  uangl  pesangon;l  uangl  penghargaanl  masal  kerja;l  

Uangl  gantil  kerugianl  danl  uangl  pisah. 

f. Hakl  cutil   

 Merupakanl  hakl  istirahatl  tahunanl  yangl  harusl  diambill  olehl  pekerjal  setelahl  

bekerjal  selamal  12l  bulanl  berturut-turut.l  Kebijakanl  pemberianl  cutil  kerjal  kepadal  

buruhl  dituangkanl  dalaml  Pasall  79l  UUl  Ketenagakerjaanl  yaitul  pemberil  kerjal  

wajibl  memberil  waktul  istirahatl  danl  cutil  kepadal  pekerja/l  buruh.l   
 l   

 Setiapl  tenagal  kerjal  mempunyail  hak-hakl  dasarl  yangl  diaturl  dalaml  Undang-

Undangl  Ketengakerjaan.
45

.l  Hak,l  dapatl  timbull  ataul  lahirl  apabilal  adal  peristiwal  hukum,l  

adapunl  timbull  ataul  lahirnyal  hakl  dapatl  disebabkanl  olehl  beberapal  hal,l  yaitu:l  larenal  

adanyal  subyekl  hukuml  barul  baikl  berupal  orangl  maupunl  badanl  hukum;l  karenal  

kadaluarsal  (verjaring),l  biasanyal  acquisitiefl  verjaringl  yangl  dapatl  melahirkanl  hakl  

bagil  seseorangl  sebaliknyal  kalaul  extinctiefl  verjaringl  dapatl  menghapuskanl  hakl  ataul  

kewajibanl  seseorangl  

46
 

 Beberapal  lenyapl  ataul  hapusnyal  hak,l  dapatl  disebabkanl  olehl  karenal  beberapal  

hal,l  yaitu:
47

l   

                                                           
45

l  Janusl  Sidabalok,l  2012,l  Hukuml  Perusahaan,l  Nuansal  Aulia,l  Bandung,l  hal.196. 
46

l  l  Jehani,l  L.l  2006.l  Hak-hakl  Pekerjal  bilal  di-Phk.l  VisiMedia,l  hal.l  47 
47

l  Zainall  Asikin.l  2012.l  Pengantarl  Ilmul  Hukum,l  Jakarta.l  Penerbitl  PT.Rajal  Grafindol  Persada.l  

Hal.115 
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a. Karenal  pemegangl  hakl  bersangkutanl  meninggall  dunial  danl  tidakl  adal  ahlil  warisl  

yangl  ditunjukl  baikl  olehl  pemegangl  hakl  bersangkutanl  maupunl  olehl  hukum;l   

b. Masal  berlakunyal  hakl  telahl  habisl  danl  tidakl  dapatl  diperpanjangl  lagi;l  Telahl  

diterimanyal  sesuatul  bendal  yangl  menjadil  objekl  hak;l   

c. Kewajibanl  yangl  merupakanl  syaratl  untukl  memperolehl  hakl  sudahl  dipenuhi;l  

danl  karenal  Kadaluarsal  (verjaring),l  dapatl  menghapusl  hak. 

 

  Beberapal  jenisl  hakl  lainnyal  daril  paral  pekerjal  yangl  diaturl  olehl  hukuml  antaral  

lainl  adalahl  :l  

48
l   

 a.l   Hakl  Untukl  Memperolehl  Perlindunganl   

 b.l   Hakl  Untukl  Mendapatl  Kesempatanl  danl  Perlakuanl  yangl  Samal   

 c.l   Hakl  Untukl  Mendapatl  Waktul  Istirahatl  danl  Cutil   

 d.l   Hakl  Atasl  Upahl  yangl  Layakl   

 e. Hakl  Dasarl  Pekerjal  Atasl  Jaminanl  Sosiall   

 e.l   Hakl  Untukl  Membentukl  Serikatl  Pekerjal   

 f.l   Hakl  Dasarl  Untukl  Mogokl  Kerjal   
l   
3.l  Hubunganl  Hukuml  Antaral  Pekerjal  Denganl  Perusahaanl   

 

l  l  l  l  l  a.l  Pengertianl  Hubunganl  Hukuml  Pekerjal  danl  Perusahaanl  (Perjanjianl  Kerja) 

Menurutl  paral  pakar,l  pengertianl  hubunganl  hukuml  pekerjal  denganl  perusahaanl  

disebutl  sebagail  perjanjianl  kerja,l  dimanal  perjanjianl  kerjal  adalahl  perjanjianl  antaral  

seorangl  buruhl  denganl  seorangl  majikan,l  perjanjianl  manal  ditandail  olehl  ciri-ciri;l  

adanyal  suatul  upahl  ataul  gajil  tertentul  yangl  diperjanjikanl  danl  adanyal  suatul  hubunganl  

dil  peratasl  (dierstverhanding)l  yaitul  suatul  hubunganl  berdasarkanl  manal  pihakl  yangl  

satul  (majikan)l  berhakl  memberil  perintahl  yangl  harusl  dil  taatil  olehl  pihakl  yangl  lain.l  

49
 

 Hubunganl  hukuml  pekerjal  denganl  perusahaanl  (Perjanjianl  kerja)l  adalahl  ikatanl  

hukuml  yangl  memuatl  ketentuanl  yangl  berkenaanl  denganl  hubunganl  kerja.
50

 

l   

                                                           
48

l  Sukdiknol  Mertokusumo,l  2005l  Mengenall  Hukum:l  Suatul  Pengantarl  (Yogyakartal  :l  Liberty)l  

hal.l  41-43.l  l   
49

l  Subekti,l  2007,l  Anekal  Perjanjian,l  Cet.l  II,l  Alumnil  Bandungml  Hal.63 
50

l  Endahl  Pujiastuti,l  Pengantarl  Hukuml  Ketenagakerjaanl  (Semarang:l  Universityl  Press,l  2015),l  

hal.l  13. 
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Menurutl  UUl  Ketenagakerjaanl  padal  Pasall  1l  angkal  15l  menyebutkan,l  bahwal  l  

perjanjianl  kerjal  adalahl  hubunganl  antaral  pekerjal  denganl  pengusahal  berdasarkanl  

perjanjianl  kerja,l  yangl  mempunyail  unsurl  perintah,l  upah,l  sertal  pekerjaan.
51

 

Prinsipl  yangl  menonjoll  dalaml  perjanjianl  kerjal  adalahl  adanyal  keterkaitanl  

antaral  buruhl  kepadal  pengusahal  untukl  bekerjal  dil  bawahl  perintahl  denganl  menerimal  

upah.
52

 

l   l  Didalaml  prinsipl  perjanjianl  kerjal  terdapatl  unsurl  perjanjianl  kerjal  yangl  dapatl  

dianggapl  sahl  danl  konsekuensinyal  telahl  dianggapl  sebagail  undang-undangl  bagil  

merekal  yangl  membuatnya,l  dalaml  setiapl  perjanjianl  terdapatl  dual  macaml  subyekl  

perjanjian,l  yaitul  :l  

53
l   

1).l  Seorangl  manusial  ataul  badanl  hukuml  yangl  mendapatl  bebanl  kewajibanl  untukl  

sesuatu;l   

2).l  Seorangl  manusial  ataul  badanl  hukuml  yangl  mendapatkanl  hakl  atasl  pelaksanaanl  

kewajibanl  itul   

 Denganl  demikianl  secaral  garisl  besarl  dapatl  disimpulkanl  bahwal  syaratl  

perjanjianl  kerjal  adalahl  harusl  mempunyail  kesepakatanl  antaral  kedual  belahl  pihak,l  

itikadl  baikl  menjadil  dasarl  dalaml  setiapl  perjanjianl  sehinggal  mencerminkanl  

keseimbanganl  hakl  danl  kewajiban.l   

 

 

 

                                                           
51

l  Bernard,l  L.l  Tanya,l  2010l  Teoril  Hukum,l  Teoril  Tertibl  Manusial  Lintasl  Ruangl  Danl  Generasi,l  

(Yogyakarta:l  Gental  Publishing)l  hal.l  69l   
52

l  Halim,l  Ridwanl  danl  Gultom,l  Sril  Subiandinil  2001,l  Saril  Hukuml  Tenagal  Kerjal  (buruh)l  

Aktual,l  PT.l  Pradnyal  Paramita,l  Jakarta,l  hal.12 
53

l  Sehatl  Damanik,l  2004l  l  Hukuml  Acaral  Perburuhan,l  (Jakarta:l  Dssl  Publising),l  hal.l  2.l   
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l  l  l  l  l  l  b.l  l  Bentukl  danl  Jangkal  waktul  Hubunganl  Hukuml  Pekerjal  danl  Perusahaan 

 Berdasarkanl  padal  bentuk-bentuk,l  perjanjianl  kerjal  terdiril  daril  beberapal  

perjanjianl  kerjal  secaral  tertulisl  danl  perjanjianl  kerjal  secaral  lisan.l  l  Perjanjianl  kerjal  

secaral  tertulisl  lebihl  memudahkanl  paral  pihakl  untukl  membuktikanl  isil  perjanjianl  kerjal  

apabilal  terjadil  suatul  perselisihan.l  

54
  

Perjanjianl  kerjal  dapatl  dibuatl  dalaml  bentukl  lisanl  dan/ataul  tertulisl  (Pasall  51l  

ayatl  1l  Undang-Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  tentangl  ketenagakerjaan).l  Secaral  

normatifl  perjanjianl  tertulisl  manjaminl  kepastianl  hakl  danl  kewajibanl  paral  pihak,l  

sehinggal  jikal  terjadil  perselisihanl  antaral  paral  pihakl  makal  sangatl  membantul  dalaml  

prosesl  pembuktian.
55

 

Berdasarkanl  jangkal  waktunya,l  perjanjianl  kerjal  terdiril  daril  Perjanjianl  Kerjal  

Waktul  Tertentul  (PKWT)l  sertal  Perjanjianl  Kerjal  Waktul  Tidakl  Tertentul  (PKWTT).l  

PKWTl  merupakanl  perjanjianl  kerjal  antaral  buruhl  denganl  pengusahal  untukl  

mengadakanl  hubunganl  kerjal  dalaml  tertentul  yangl  bersifatl  sementaral  danl  selesail  

dalaml  waktul  tertentu.l  perjanjil  diaturl  dalaml  Pasall  56l  sampail  denganl  Pasall  60l  UUl  

Ketenagakerjaanl  Junctol  Keputusanl  Menteril  Tenagal  Kerjal  danl  Transmigrasil  No.l  

KEP.l  100/MEN/VI/l  2004l  

56
 

Perjanjianl  kerjal  berakhirl  apabila:l  pekerja/buruhl  meninggall  dunia;l  

berakhirnyal  jangkal  waktul  perjanjianl  kerja;l  adanyal  putusanl  pengadilanl  dan/ataul  

putusanl  penetapanl  ataul  yangl  dicantumkanl  dalaml  perjanjianl  kerja,l  peraturanl  

                                                           
54

l  Asril  Wijayanti,l  Hukuml  Ketenagakerjaanl  Pascal  Reformasi,l  Jakarta:l  Sinarl  Grafika,l  2009,l  

hal.l  11l   
55

l  H.R.l  Abdussalam,l  2009l  Hukuml  Ketenagakerjaanl  (Hukuml  Perburuhan)l  yangl  telahl  direvisi,l  

Jakarta:l  Restul  Agung,l  hal.l  89l   
56

l  Haril  Supriyanto,l  Perubahanl  Hukuml  Privatl  kel  Hukuml  Publik,l  Studil  Hukuml  Perburuhanl  dil  

Indonesia,l  Yogyakarta:l  Universitasl  Atmal  Jaya,l  2004,l  hal.19.l   
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perusahaan,l  ataul  perjanjianl  kerjal  bersamal  yangl  dapatl  menyebabkanl  berakhirnyal  

hubunganl  kerjal  antaral  pengusahal  danl  pekerja.
57

 

Menurutl  l  Undang-undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  Pasall  59l  ayatl  (1)tentangl  

ketenagakerjaanl  bahwal  perjanjianl  kerjal  untukl  waktul  tidakl  tertentul  hanyal  dapatl  

dibuatl  untukl  pekerjaanl  tertentul  yangl  menurutl  jenisl  danl  sifatl  ataul  kegiatanl  

pekerjannyal  akanl  selesail  dalaml  waktul  tertentu,l  yaitul  :
58

 

1) Pekerjaanl  yangl  sekalil  selesail  ataul  yangl  sementaral  sifatnya;l   

2) Pekerjaanl  yangl  diperkirakanl  penyelesaiannyal  dalaml  waktul  tidakl  tertentul  

lamal  danl  palingl  lamal  3l  (tiga)l  tahun;l   

3) Pekerjaanl  yangl  bersifatl  musiman; 

Pekerjaanl  yangl  berhubunganl  denganl  produkl  terbaru,l  kegiatanl  baru,l  ataul  

produkl  tambahanl  yangl  masihl  dalaml  percobaanl  ataul  penjajakan. 

 

l  l  l  l  l  l  c.l  Paral  pihakl  dalaml  Hubunganl  Pekerjal  danl  Perusahaanl   

 Uraianl  tentangl  masing-l  masingl  pihakl  dalaml  pelaksanaanl  perjanjianl  kerjal  

tersebutl  dijelaskan,l  sebagail  berikutl  :l   

 1).l  Pekerjal  /buruhl   

l    Pekerja/buruhl  adalahl  setiapl  orangl  yangl  bekerjal  denganl  menerimal  upahl  

ataul  imbalanl  dalaml  bentukl  lain.
59

 

                                                           
57

l  Philipusl  Ml  Hadjonl  danl  Tatiekl  Sril  Djatmiati,2005,l  Argumentasil  Hukum,l  Surabaya:l  UGMl  

Press,l  hal.l  41.l   
58

l  Kosidinl  Koko,l  2001,l  Perjanjianl  Kerjal  Perburuhanl  danl  Peraturanl  Perusahaan,l  CVl  Mandarl  

Maju,l  Bandung,l  Hall  7 
59

l  Lizal  Marina.l  2010,l  Perlindunganl  Hukuml  bagil  Tenagal  Kerjal  dalaml  Perjanjianl  Kerjal  

Outsourcing,l  Jurnall  Hukuml  Supremasil   
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  Buruhl  adalahl  orangl  yangl  bekerjal  untukl  orangl  lainl  untukl  mendapatkanl  

upah.l  Denganl  mendapatl  upah.l  Dalaml  hall  ini,adal  buruhl  ataul  tenagal  kerjal  

yangl  terdidikl  danl  tidakl  tidakl  terdidik.
60

l   

l   2).l  Pemberil  Kerjal  ataul  Pengusahal   

  Pengusahal  ataul  Perusahaanl  adalahl  keseluruhanl  perbuatanl  yangl  dilakukanl  

secaral  terusl  menerus,l  bertindakl  kel  luarl  untukl  memperolehl  penghasilanl  

denganl  caral  memperdagangkanl  ataul  menyerahkanl  barangl  ataul  

mengadakanl  perjanjianl  perdagangan.
61

l   

 Berdasarkanl  ketentuanl  dalaml  Pasall  1l  ayatl  (5)l  Undang-Undangl  Nomorl  13l  

Tahunl  2003l  tentangl  Ketenagakerjaan,l  pengusahal  merupakanl  :l   

  a). Orangl  perseorangan,l  persekutuan,l  ataul  badanl  hukuml  yangl  

menjalankanl  suatul  perusahaanl  milikl  sendiri;l   

  b).l  Orangl  perseorang,l  persekutuan,l  ataul  badanl  hukuml  yangl  secaral  berdiril  

sendiril  menjalankanl  perusahaanl  bukanl  miliknya;l   

  c).l  Orangl  perseorangan,l  persekutuan,l  ataul  badanl  hukuml  yangl  beradal  dil  

Indonesial  mewakilil  perusahaanl  sebagaimanal  dimaksudl  dalaml  hurufl  al  

danl  bl  yangl  berkedudukanl  dil  luarl  indonesia. 

 

 

C.l  Tinjauanl  Umuml  Tentangl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  (PHK)l   

1.l  Pengertianl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  (PHK) 

Menurutl  paral  pakar,l  pengertianl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  (PHK)l  adalahl  

pengakhiranl  hubunganl  kerjal  suatul  hall  tertentul  yangl  mengakibatkanl  berakhirnyal  hakl  

danl  kewajibanl  antaral  pekerjal  danl  pengusaha62. 

                                                           
60

l  Agusl  Dwiyanto,l  2006l  Reformasil  Birokrasil  Publikl  dil  Indonesia,l  (Yogyakarta:l  Gajahl  Madal  

Universityl  Press,),l  hall  45l   
61

l  Soekardono,l  Hukuml  Dagangl  Indoensia,l  Dianl  Rakyat,l  Jakarta,l  2001,l  hal.l  19. 
62

l  Nurachmad,l  2009l  Caral  Menghitungl  Upahl  Pokok,l  Uangl  Lembur,l  Pesangon,l  danl  Danal  

Pensiun,l  Jakarta:Visimedia,l  Cet.ke-1,hal.l  63 
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Pemutusanl  hubunganl  kerjal  merupakanl  pilihanl  ataul  opsil  efisiensil  terakhir.l  

PHKl  ialahl  akhirl  daril  ikatanl  kerjal  denganl  alasanl  yangl  harusl  dipertimbangkanl  

perusahaan.
63

.l   

l  Menurutl  Djumialdji,l  pemutusanl  hubunganl  kerjal  (PHK)l  adalahl  pengakhiranl  

hubunganl  kerjal  karenal  suatul  hall  tertentul  yangl  mengakibatkanl  berakhirnyal  hakl  danl  

kewajibanl  antaral  pekerjal  ataul  buruhl  danl  pengusahal  sebagaimanal  ditetapkanl  dalaml  

ketetapanl  Undangl  Undang.
64

 

l   Menurutl  l  Dannyl  l  Simanjuntakl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  adalahl  pengakhiranl  

hubunganl  kerjal  antaral  pengusahal  denganl  pekerja,l  yangl  disebabkanl  olehl  sejumlahl  

faktorl  penting.
65

 

Undang-undangl  nomorl  13l  tahunl  2003l  Pasall  1l  angkal  25l  menyebutkanl  

“Pemutusanl  hubunganl  kerjal  adalahl  pengakhiranl  hubunganl  kerjal  karenal  suatul  hall  

tertentul  yangl  mengakibatkanl  berakhirnyal  hakl  danl  kewajibanl  antaral  pekerja/l  buruhl  

danl  pengusaha.l  Menurutl  Keputusanl  Menteril  Tenagal  Kerjal  pasall  1l  ayatl  (4)l  omorl  

Kep-l  15A/l  Men/l  1994l  bahwal  :l  “PHKl  ialahl  pengakhiranl  hubunganl  kerjal  antaral  

pengusahal  danl  pekerjal  berdasarkanl  izinl  Panitial  Daerahl  ataul  Panitial  Pusat. 

Berdasarkanl  beberapal  pengertianl  PHKl  tersebutl  dil  atas,l  menurutl  penulis,l  

pemutusanl  hubunganl  kerjal  adalahl  berakhirnyal  masal  l  kerjal  l  seorangl  pekerjal  baikl  olehl  

karenal  alasanl  hukuml  maupunl  karenal  l  alasanl  kepentingnal  perusahaanl  sertal  alasanl  l  

kemauanl  tenagal  kerjal  sendiri.l   
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l  Hidayatl  Muharam,2006l  Panduanl  Memahamil  Hukuml  Ketenagakerjaanl  Sertal  Pelaksanaanyal  

dil  Indonesia,l  cetakanl  kesatul  (Bandung:l  Citral  Adityal  Bakti,),l  hal.l  11.l   
64

l  Djumialdji,l  2005,Perjanjianl  Kerja,l  Jakarta:l  Sinarl  Grafika,l  Cet.ke-1,hal.l  45 
65

l  Dannyl  H.l  Simanjuntak,l  2007,PHKl  danl  Pesangonl  Karyawan,l  Yogyakarta:Pustakal  Yustisia,l  

Cet.ke-1,l  hal.18 



 

 

 

 

29

2.l  Syaratl  Syaratl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  (PHK) 

Pemutusanl  hubunganl  kerjal  (PHK)l  adalahl  akhirl  daril  ikatanl  kerjal  denganl  

syaratl  yangl  harusl  dipertimbangkanl  perusahaan.l  PHKl  merupakanl  pilihanl  ataul  opsil  

efisiensil  terakhir.l  PHKl  ialahl  akhirl  daril  ikatanl  kerjal  denganl  alasanl  yangl  harusl  

dipertimbangkanl  perusahaan.
66

.l   

Pengusahal  dapatl  melakukanl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  terhadapl  pekerja/l  

buruhl  bilal  pekerja/buruhl  melakukanl  kesalahanl  beratl  sebagail  berikutl  :l  

67
 

1)l   Melakukanl  penipuan,l  pencurian,l  ataul  penggelapanl  barangl  dan/ataul  uangl  

milikl  perusahaan.l   

2)l   Memberikanl  keteranganl  palsul  ataul  yangl  dipalsukanl  sehinggal  merugikanl  

perusahaan.l   

3)l   Mabuk,l  meminuml  minumanl  kerasl  yangl  memabukkan,l  memakail  dan/ataul  

mengedarkanl  narkotika,l  psikotropika,l  danl  zatl  adiktifl  lainnyal  dil  lingkunanl  

kerja.l   

4)l   Melakukanl  perbuatanl  asusilal  danl  perjudianl  lingkunganl  kerja. 

5)l   Menyerang,l  menganiaya,l  mengancam,l  ataul  mengintimidasil  temanl  sekerjal  

ataul  pengusahal  dil  lingkunganl  kerja.l   

6)l   Membujukl  temanl  sekerjal  ataul  pengusahal  untukl  melakukanl  perbuatanl  

yangl  bertentanganl  denganl  peraturanl  perUndang-undangan.l   

7)l   Denganl  cerobohl  ataul  sengajal  merusakl  ataul  membiarkanl  dalaml  keadaanl  

bahayal  barangl  milikl  perusahaanl  yangl  menimbulkanl  kerugianl  perusahaan.l   

8) Denganl  cerobohl  maupunl  sengajal  membiarkanl  temanl  sekerjal  ataul  

pengusahal  dalaml  keadaanl  bahayadil  tempatl  kerja.l   

9) Melakukanl  perbuatanl  lainnyal  dil  lingkunganl  perusahaanl  yangl  dil  ancaml  

pidanal  penjaral  5l  (lima)l  tahunl  ataul  lebih. 

 

 Pengusahal  tidakl  diperbolehkanl  melakukanl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  

semata-matal  hanyal  berdasarkanl  keinginanl  daril  pengusahal  itul  sendiri
68

l   
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l  Indahl  Pujil  Hartatik,l  2014,l  Bukul  Praktisl  Mengembangkanl  SDM,l  Penerbitl  

Laksanal  ,Yogyakarta:,l  hal.267 
67

l  l  l  https://www.talenta.co/blog/alasan-phk-karyawan-2/.l  9l  Alasanl  Perushaanl  Melakukanl  PHKl  

l  Karyawan,l  diaksesl  padal  19l  Agustusl  2024l  jaml  16.30 
68

l  l  http://e-journal.uajy.ac.id/16561/3/HK107662.pdf,l  Pembahasanl  Tinjauanl  Tentangl  

Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  Karenal  Usial  Pensiun,l  diaksesl  padal  19l  Agustusl  2024l  jaml  15.30 
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Perlul  ditambahkanl  bahwal  pemutusanl  hubunganl  kerjal  jugal  dapatl  dikatakanl  tidakl  

layakl  

69
 

 a).l   Jikal  antaral  lainl  tidakl  menyebutkanl  alasannya,l   

 b).l   Jikal  alasannyal  dicari-caril  ataul  alasanl  palsu,l   

 c).l  Jikal  akibatl  pemberhentianl  itul  bagil  buruh/pekerjal  lebihl  beratl  daripadal  

keuntunganl  pemberhentianl  bagil  majikanl  ataul  pengusaha 

 d). Jikal  buruh/pekerjal  diberhentikanl  bertentanganl  denganl  ketentuanl  Undang-

undangl  ataul  kebiasaanl  mengenail  susunanl  stafl  ataul  aturanl  ranglijstl  (seniorityl  

rules),l  danl  tidakl  adal  alasan-alasanl  pentingl  untukl  tidakl  memenuhil  ketentuan-

ketentuanl  itu 

 

 Dalaml  hall  ataul  keadaanl  tertentul  hubunganl  kerjal  tersebutl  adal  yangl  berakhirl  

tidakl  sesuail  denganl  yangl  diperjanjikanl  sebelumnya.
70

.l  Terkadangl  adal  peraturanl  

perusahaan,l  ataul  perjanjianl  kerjal  bersamal  yangl  dapatl  menyebablanl  berakhirnyal  

hubunganl  kerja.
71

l   

 Berdasarkanl  Pasall  151l  danl  158l  Undangl  -l  Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  

bahwal  Pengusahal  dapatl  melakukanl  PHKl  denganl  syarat-syaratl  sebagail  berikutl  :l   

1)l   Pekerjal  melakukanl  penipuan,l  pencurian,l  ataul  penggelapanl  barangl  dan/ataul  

uangl  milikl  perusahaan.l   

2)l   Pekerjal  memberikanl  keteranganl  palsul  ataul  yangl  dipalsukanl  sehinggal  

merugikanl  perusahaan.l   

3)l   Pekerjal  mabuk,l  meminuml  minumanl  kerasl  yangl  memabukkan,l  memakail  

dan/ataul  mengedarkanl  narkotika,l  psikotropika,l  danl  zatl  adiktifl  lainnyal  dil  

lingkunanl  kerja.l   

4)l   Pekerjal  melakukanl  perbuatanl  asusilal  danl  perjudianl  lingkunganl  kerja. 

5)l   Menyerang,l  menganiaya,l  mengancam,l  ataul  mengintimidasil  temanl  sekerjal  

ataul  pengusahal  dil  lingkunganl  kerja.l   

6)l   Pekerjal  membujukl  temanl  sekerjal  ataul  pengusahal  untukl  melakukanl  perbuatanl  

yangl  bertentanganl  denganl  peraturanl  perundangundangan.l   
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l  l  http://repository.unbari.ac.id/2267/1/l  PROPOSAL%20SKRIPSIl  20TETAl  20AZKIANAl  

20ASLII.pdf,l  diaksesl  padal  19l  Agustusl  2024l  jaml  16.50 
70

l  l  https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/pemutusan-hubungan-kerja/alasan-

alasan-phk,l  alasanl  PHKl  diperbolehkanl  danl  dilarang,l  diaksesl  padal  19l  Agustusl  jaml  20.00l  WIB 
71

l  l  Sumanto,l  2014,Hubunganl  Industrial;l  Memahamil  danl  Mengatasil  Potensil  Konflikl  

Kepentinganl  Pengusahal  Pekerjal  Padal  Eral  Modall  Global,l  (Jakartal  :l  Centerl  Ofl  Academicl  Publishing)l  

,l  hall  196.l   
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7)l   Pekerjal  denganl  cerobohl  ataul  sengajal  merusakl  ataul  membiarkanl  dalaml  

keadaanl  bahayal  barangl  milikl  perusahaanl  yangl  menimbulkanl  kerugianl   

8) Pekerjal  denganl  cerobohl  maupunl  sengajal  membiarkanl  temanl  sekerjal  ataul  

pengusahal  dalaml  keadaanl  bahayadil  tempatl  kerja.l   

9)l   Pekerjal  membongkarl  ataul  membocorkanl  rahasial  perusahaanl  yangl  seharusnyal  

dirahasiakanl  kecualil  untukl  kepentinganl  negara.l   

10) Pekerjal  melakukanl  perbuatanl  lainnyal  dil  lingkunganl  perusahaanl  yangl  dil  

ancaml  pidanal  penjaral  5l  (lima)l  tahunl  ataul  lebih.l   

 

Dalaml  suatul  Perusahaan,l  Pengusahal  jugal  dapatl  melakukanl  PHKl  terhadapl  

Pekerjal  yangl  setelahl  enaml  bulanl  tidakl  dapatl  melakukanl  Pekerjaanl  sebagaimanal  

mestinyal  karenal  yangl  bersangkutanl  dalaml  prosesl  perkaral  pidana.
72

.l  Hall  lainl  yangl  

dapatl  mengakibatkanl  terjadinnyal  PHKl  disebabkanl  karenal  Pekerjal  sedangl  ditahanl  

olehl  pihakl  berwajib.
73

 

Menurutl  l  Kartanl  Sapoetral  danl  RG.l  Widianingsih,l  syaratl  utamal  yangl  harusl  

dipahamil  olehl  perusahaanl  sebagail  pihakl  yangl  melakukanl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  

adalahl  PHKl  harusl  mematuhil  hukuml  perburuanl  yangl  berlaku.
74

l   

Secaral  lebihl  tegas,l  masalahl  alasanl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  sebagaimanal  

diaturl  dalaml  pasall  151l  undang-undangl  nomorl  13l  tahunl  2003,l  yaitu:l   

1)l   Pengusaha,l  pekerja/buruh,l  serikatl  pekerja/serikatl  buruh,l  danl  pemerintah,l  

denganl  segalal  upayal  harusl  mengusahakanl  agarl  janganl  terjadil  PHK 

2)l   Dalaml  hall  segalal  upayal  telahl  dilakukan,l  tetapil  pemutusanl  hubunganl  kerjal  

tidakl  dapatl  dihindari,l  makal  maksudl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  wajibl  

dirundingkanl  olehl  pengusahal  danl  serikatl  pekerja/serikatl  buruhl  l   

3)l   Dalaml  hall  perundinganl  sebagaimanal  dimaksudl  dalaml  ayatl  (2)l  benar-

benarl  tidakl  menghasilkanl  persetujuan,l  pengusahal  hanyal  dapatl  

memutuskanl  hubunganl  kerjal  denganl  pekerja/buruhl  setelahl  memperolehl  

penetapanl  daril  lembagal  penyelesaianl  perselisihanl  hubunganl  Industrial. 
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l  Danangl  Sunyoto,l  2014,Juklakl  PHK,l  Pustakal  Yustisia,l  Yogyakarta,l  ,l  hall  110 
73

l  Riduanl  Syahrani,l  2010,Seluk-Belukl  danl  Asas-Asasl  Hukuml  Perdata,l  Penerbitl  PT.l  Alumni,l  

Bandung,l  Hall  232 
74

l  Kartanl  Sapoetral  danl  RG.l  Widianingsih,l  2014l  Pokokl  –l  Pokokl  Hukuml  Perburuan,l  Armico,l  

Bandung,hal.l  2.l   
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 Undang-Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  Tentangl  Ketenagakerjaanl  Pasall  158l  

jol  Pasall  154l  Al  ayatl  (1)l  Undang-Undangl  Nomorl  11l  Tahunl  2020l  tentangl  Ciptal  Kerjal  l  

menjelaskanl  syarat-syaratl  mengenail  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  antaral  lainl  :l   

l  l  l  l  l  l  l  a.l  Pemutusanl  hubunganl  kerjal  demil  hukuml  (Undang-undang) 

 Pemutusanl  hubunganl  kerjal  demil  hukuml  ialahl  PHKl  yangl  terjadil  denganl  

sendirinyal  secaral  hukum.
75

l  Pasall  1603l  KUHl  Perdatal  menyebutkanl  bahwal  Hubunganl  

kerjal  berakhirl  demil  hukuml  jikal  habisl  waktunyal  yangl  ditetapkanl  dalaml  perjanjianl  

danl  dalaml  peraturanl  undang–undang.l  Pendapatl  lainl  mengatakanl  bahwal  pemutusanl  

hubunganl  kerjal  adalahl  prosesl  terputusnyal  hubunganl  kerjal  secaral  formall  antaral  

pekerja/buruhl  denganl  ataul  tanpal  syarat.
76

l  Pengusahal  dapatl  memutuskanl  hubunganl  

kerjal  denganl  syaratl  jikal  terbuktil  usial  karyawanl  beluml  memenuhil  syaratl  minimuml  

untukl  dipekerjakan.
77

l   

 Pasall  1603el  KUHPl  Perdatal  menyebutkanl  bahwa:l  “Hubunganl  kerjal  berakhirl  

demil  hukuml  jikal  habisl  waktunyal  yangl  ditetapkanl  dalaml  perjanjianl  danl  dalaml  

peraturanl  undang-undangl  ataul  jikal  semuanyal  itul  tidakl  ada,l  menurutl  kebiasaan 

Berdasarkanl  ketentuanl  pasall  154l  Undangl  –l  Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  penyebabl  

PHKl  demil  hukuml  adalah: 

 “Pemutusanl  hubunganl  kerjal  demil  hukuml  ialahl  PHKl  yangl  terjadil  denganl  

sendirinyal  secaral  hukum.”l  Pasall  1603el  kuhpl  perdatal  menyebutkanl  bahwa:l  

“Hubunganl  kerjal  berakhirl  demil  hukuml  jikal  habisl  waktunyal  yangl  ditetapkanl  

dalaml  perjanjianl  danl  dalaml  peraturanl  undang-undangl  ataul  jikal  semuanyal  itul  

tidakl  ada,l  menurutl  kebiasaan.l  l   
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https://accounting.binus.ac.id/2023/04/03/pemutusan-hubungan-kerja-phk-ini-dia-aturan-

hukumnya/,l  diaksesl  padal  19l  Agustusl  2024l  jaml  21.15.l  l   
76

l  file:///C:/Users/P.Martin/Downloads/57c1c67a53815b6e1f32e4c2e9ab86ac.pdfl  ,l  Pemutusanl  

hubunganl  kerjal  secaral  sepihak,l  diaksesl  padal  19l  Agustusl  2024l  jaml  22.05.l  l  l   
77

l  l  https://etheses.iainkediri.ac.id/4770/3/931307015_bab2.pdf,l  Landasanl  teoril  PHK,l  diaksesl  

padal  20l  Agustusl  2024l  jaml  8.00l   
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  Meskipunl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  itul  terjadil  denganl  sendirinyal  namunl  

paral  pihakl  dapatl  memperjanjikanl  untukl  mengadakanl  pemberitahuanl  apabilal  

perjanjianl  kerjal  itul  akanl  berakhir.l  Pemberitahuanl  inil  dapatl  diikutil  danl  ketentuanl  

apakahl  perjanjianl  kerja/hubunganl  kerjal  itul  akanl  diakhiril  ataul  tidak.
78

l   

  Berdasarkanl  ketentuanl  pasall  154l  undang-undangl  nomorl  13l  tahunl  2003l  

penyebabl  PHKl  demil  hukuml  adalah:l   

1) Pekerjal  ataul  buruhl  masihl  dalaml  masal  percobaanl  kerjal  bilamanal  telahl  

dipersiapkanl  secaral  tertulisl  sebelumnya.l   

2) Berakhirnyal  hubunganl  kerjal  sesuail  denganl  perjanjianl  kerjal  waktul  tertentul  

(PKWT)l  untukl  pertamal  kali;l   

3)l   Pekerjal  ataul  buruhl  telahl  mencapail  usial  pensiunl  yangl  ditetapkanl  dalaml  

perjanjianl  kerjal  peraturanl  perusahaanl  ataul  perjanjianl  kerjal  bersamal  l   

4)l   Pekerjal  ataul  buruhl  meninggall  dunia.l  l     

 jikal  adal  pekerjal  l  yangl  meninggal,l  perusahaanl  secaral  otomatisl  memberikanl  

uangl  pensiunl  ataul  pesangonl  untukl  keluargal  pekerjal  yangl  ditinggalkan.
79

l   

 

l  l  l  l  l  l  l  l  b.l  Pemutusanl  hubunganl  kerjal  l  olehl  pengadilanl   

 Salahl  satul  alasanl  berakhirnyal  perjanjianl  kerjal  karenal  adanyal  putusanl  

pengadilanl  danl  ataul  penetapanl  lembagal  penyelesaianl  perselisihanl  hubunganl  

Industriall  yangl  telahl  mempunyail  kekuatanl  hukuml  tetap.
80

l   

 Dalaml  Pasall  1603l  l  KUHPdtl  disebutkanl  pihakl  pekerjal  ataul  pengusahal  setiapl  

waktu,l  jugal  sebeluml  pekerjaanl  dimulail  berwenangl  berdasarkanl  alasanl  pentingl  

mengajukanl  permintaanl  tertulisl  kepadal  pengadilanl  ditempatl  kediamannyal  yangl  

sebenarnyal  untukl  menyatakanl  perjanjianl  kerjal  putus.
81

l   

l   
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l  Wiwohol  Soedjono,l  2003,l  Hukuml  Pengantarl  Perjanjianl  Kerja,l  cetakanl  pertamal  (Jakarta:l  

Binal  Aksara),l  hal.l  20. 
79

l  Ariesl  Harianto,l  2016.l  Hukuml  Ketenagakerjaanl  (Maknal  Kesusilaanl  Dalaml  Perjanjianl  

Kerja),l  LaksBangl  PRESSindo,Yogyakartal  ,l  hal.l  217l   
80

l  l  Muhamadl  Sadil  2020,l  Hukuml  ketenagakerjaanl  Dil  Indonesia,l  Kencana,l  Jakarta,,l  Hall  34 
81

l  Salim,l  2003,l  Hukuml  Kontak,l  Sinarl  Grafika,l  Jakarta,l  hall  101-102l   
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l  l  l  l  l  l  c.l  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  keinginanl  perusahaanl   

 Pemutusanl  hubunganl  kerjal  olehl  pengusahal  ialahl  PHKl  dil  manal  kehendakl  ataul  

prakarsanyal  berasall  daril  pengusahal  karenal  adanyal  pelanggaranl  ataul  kesalahanl  yangl  

dilakukanl  olehl  pekerjal  ataul  buruhl  ataul  mungkinl  karenal  faktor-faktorl  lain,l  sepertil  

penguranganl  tenagal  kerja,l  perusahaanl  tutupl  karenal  merugikan,l  perubahanl  statusl  danl  

sebagainya
82

.l   

 Pemutusanl  hubunganl  kerjal  olehl  perusahaanl  tertentul  merupakanl  suatul  kondisil  

dimanal  karyawanl  diberhentikanl  ataul  tidakl  berkerjal  lagil  daril  instansil  karenal  

hubunganl  kerjal  antaral  karyawanl  danl  instansil  terputus,l  ataul  masal  kontrakyal  tidakl  

diperpanjangl  lagi.
83

 

 Menurutl  Alfal  (2019)l  pemutusanl  hubunganl  kerjal  diartikanl  sebagail  adanyal  

pemberhentianl  hubunganl  kerjal  secaral  permanenl  antaral  instansil  denganl  karyawan.l  

Perpindahaanl  karyawanl  daril  instansil  satul  kel  instansil  lainnyal  ataul  diberhentikanl  

karyawanl  daril  instansil  ataul  perusahaanl  yangl  mengupayakanl  denganl  berbagail  

alasan.
84

 

 Terdapatl  beberapal  prosedurl  ataul  caral  yangl  harusl  dilakukanl  dalaml  pemutusanl  

hubunganl  kerjal  karyawanl  yaitu:l   

1)l   Diadakanl  musyawarahl  antaral  karyawanl  denganl  instansi;l   

2) Apabilal  tidakl  dapatl  diselesaikanl  denganl  musyawarah,l  makal  akanl  dilakukanl  

melaluil  pengendilanl  ataul  instansil  yangl  berwenangl  untukl  memutuskanl  perkara;l   

                                                           
82

l  http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Phuty-Umul-Amaliah.pdf.Pemutusanl  

Hubunganl  Kerja,l  danl  Dampaknya.l  l  l   
83

l  Amaliah,l  2019,Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  Danl  Dampakl  Yangl  Menyertainya,l  Jurnall  

Hukuml  Voll  3.l  No.l  2 
84

l  Alfa,l  M.l  Z.,l  &l  Murni,l  S.l  2016.l  Faktor-faktorl  yangl  Mempengaruhil  Pemutusanl  Hubunganl  

Kerjal  Karyawanl  padal  PTl  PLNl  (Persero)l  Rayonl  Manadol  Utara.l  l   
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3)l   Untukl  karyawanl  yangl  melakukanl  pelanggaranl  beratl  dapatl  langsungl  diserahkanl  

padal  pihakl  kepolisianl  untukl  diprosesl  lebihl  lanjutl  tanpal  memintal  izinl  terlebihl  

dahulul  padal  dinasl  terkaitl  ataul  berwenang;l  danl   

4)l   Bagil  karyawanl  yangl  pensiun,l  bisal  langsungl  diajukanl  sesuail  denganl  peraturanl  

yangl  berlaku
85

 

 

 Pemutusanl  hubunganl  kerjal  olehl  perusahaanl  seringl  membawal  dampakl  negatifl  

terhadapl  pekerja/buruhl  danl  keluarganyal  dalaml  mempertahankanl  kelangsunganl  

hidup,l  karenal  dampakl  tersebutl  pemerintahl  membuatl  Undang-Undangl  Nomorl  13l  

Tahunl  2003l  tentangl  Ketengakerjaanl  untukl  memberikanl  jaminanl  danl  kepastianl  

hukuml  kepadal  pekerja/buruhl  yangl  telahl  dil  PHK
86

 

1) PHKl  karenal  kesalahanl  ringanl  danl   

2) PHKl  karenal  kesalahanl  berat 

 Apabilal  pengusahal  akanl  melakukanl  PHKl  kepadal  pekerjal  ataul  buruhl  denganl  

alasanl  kesalahanl  berat,l  harusl  menempuhl  prosesl  Peradilanl  Pidanal  terlebihl  dahulu,l  

yaitul  denganl  caral  mengadukanl  pekerjal  ataul  buruhl  yangl  melakukanl  kesalahanl  beratl  

tersebutl  kepadal  aparatl  berwajib.
87

  

 Permasalahanl  terkaitl  denganl  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  dil  Indonesial  

secaral  umuml  memilikil  2l  sifatl  yaitul  pertamal  sifatl  mengaturl  danl  kedual  bersifatl  

memaksa.l  Hukuml  ketenagakerjaanl  dil  Indonesial  bersifatl  mengaturl  karenal  hukuml  

ketenagakerjaanl  dil  Indonesial  mengaturl  hubunganl  antaral  Pekerja/buruhl  denganl  

                                                           
 

85
l  l  l  Sril  Haryani,l  2011,l  Hubunganl  Industrial,l  Unitl  Penerbitl  danl  Percetakanl  AMPl  YKPN,l  

Yogjakartal  Sumber:l  Karyal  Indonesia,l  Perananl  Industril  Dalaml  Pemulihanl  Ekonomil  Nasional,l  

edisil  4-2008. 
86

l  https://id.wikisource.org/wiki/Undang-

Undang_Republik_Indonesia_Nomor_13_Tahun_2003,l  l  diaksesl  20l  Agustusl  2024l  jaml  9.00l  WIB 
87

l  Damar,l  2024l  ,l  Prosesl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  Padal  Pekerjal  Yangl  Melakukanl  

Kesalahan1,l  Jurnall  Fakultasl  Hukuml  Lexl  Privatuml  Vo.13.l  No.1.l  Januaril  2024 
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pengusahal  bahwal  denganl  pemerintah.l  Sifatl  hukuml  mengaturl  disebutl  jugal  bersifatl  

fakultatifl  yangl  artinyal  hukuml  mengatur/melengkapi .
88

 

 Dalaml  hall  Pekerjal  melakukanl  pelanggaranl  ketentuanl  yangl  diaturl  dalaml  

perjanjianl  kerja,l  perturanl  perusahaanl  ataul  perjanjianl  kerjal  bersamal  pengusahal  dapatl  

melakukanl  pemutusanl  hubunganl  kerja,l  setelahl  kepadal  Pekerja/l  yangl  bersangkutanl  

diberikanl  suratl  peringatanl  pertama,l  kedua,l  danl  ketigal  secaral  berturut-turut.
89

 

 Berdasarkanl  Pasall  151l  Undangl  -l  Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  bahwal  olehl  

pengusahal  harusl  memperolehl  penetapanl  terlebihl  dahulul  daril  lembagal  penyelesaianl  

perselisihanl  hubunganl  Industriall  sebagaimanal  diaturl  dalaml  pasall  158l  undang-undangl  

nomorl  13l  tahunl  2003.
90

l   

1) Pengusahal  dilarangl  melakukanl  PHKl  terhadapl  pekerjal  ataul  buruhl  karenal  

berbagail  alasanl  pekerjal  ataul  buruh: 

2) Berhalanganl  masukl  kerjal  karenal  sakitl  menurutl  keteranganl  dokterl  lamal  waktul  

tidakl  melebihil  12l  bulanl  secaral  terus_menerus;l   

3) Memenuhil  kewajibanl  sesuail  peraturanl  dil  berlaku.;l   

4) Menjalankanl  ibadahl  yangl  diperintahkanl  agamanya;l   

5) Menikah;l   

6) Hamil,l  melahirkan,l  gugurl  kandungan,l  ataul  menyusuil  bayinya;l   

7) Mempunyail  pertalianl  darahl  danl  ataul  ikatanl  perkawinanl  denganl  pekerjal  ataul  

buruhl  lainnyal  l   

8) Mendirikan,l  menjadil  anggotal  danl  ataul  pengurusl  Serikatl  Pekerjal  ataul  serikatl  

buruh,l  melakukanl  kegiatanl  Serikatl  Pekerjal  ataul  serikatl  buruhl  dil  luarl  jaml  

kerja,l  ataul  didalaml  jaml  kerjal  atasl  kesepakatanl  pengusahal   

9) Mengadukanl  pengusahal  kepadal  yangl  berwajibl  mengenail  perbuatanl  

pengusahal  yangl  melakukanl  tindakl  pidanal  kejahatan;l   

10) Perbedaanl  paham,l  agama,l  politik,l  sukul  suku,l  golonganl  jenisl  kondisil  fisik,l  

ataul  statusl  perkawinan 

11) Dalaml  keadaanl  cacatl  tetapl  sakitl  akibatl  kecelakaan,l  ataul  sakitl  karenal  

hubunganl  kerjal  yangl  jangkal  waktul  penyembuhannyal  beluml  dipastikan. 
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l  Libertusl  Jehani,l  2006l  Hak-Hakl  Pekerjal  Bilal  dil  PHK,l  Visimedia,l  Jakarta,l  hal,l  29-30 
89

l  Pitoyo,l  Whimbo,l  2010l  Panduanl  Praktisl  Hukuml  Ketenagakerjaan.l  Jakartal  :l  Transmedial  

Pustaka,l  hal.l  53.l   
90

l  Undangl  -l  Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  Pasall  151 
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 Jikal  pengusahal  melakukanl  PHKl  karenal  alasanl  tersebutl  dil  atas,l  PHKl  nyal  

adalahl  batall  demil  hukuml  menurutl  pasall  1l  70l  undang-undangl  nomorl  13l  tahunl  2003.
91

l  

Pengusahal  dapatl  l  mem-PHKl  pekerjal  ataul  buruhl  karenal  alasanl  pekerjaanl  ataul  burul  

telahl  melakukanl  kesalahanl  beratl  sebagail  berikutl  :
92

 

1) Melakukanl  penipuanl  danl  pencurian,l  ataul  penggelapanl  barangl  danl  ataul  uangl  

milikl  perusahaan;l   

2) Memberikanl  keteranganl  palsul  ataul  yangl  dipalsukanl  sehinggal  merugikanl  

perusahaan;l   

3) Mabuk;l  meminuml  minumanl  kerasl  yangl  memabukkan;l  memakail  danl  ataul  

mengedarkanl  narkotika,l  psikotropika,l  danl  zatl  adiktifl  lainnyal  l   

4) Melakukanl  perbuatanl  asusilal  danl  perjudianl  dil  lingkunganl  kerja; 

5) Menyerang,l  menganiaya,l  mengancam,l  ataul  mengintimidasil  temanl  sekerjal  

ataul  pengusahal  dil  lingkunganl  kerja;l   

6) Membujukl  temanl  sekerjal  ataul  pengusahal  untukl  melakukanl  perbuatanl  yangl  

bertentanganl  denganl  peraturanl  perundang_undangan;l   

7) Denganl  cerobohl  ataul  sengajal  merusakl  ataul  membiarkanl  dalaml  keadaanl  

bahayal  barangl  milikl  perusahaanl  yangl  menimbulkanl  kerugianl  perusahaan;l   

8) Denganl  cerobohl  ataul  sengajal  membiarkanl  temanl  sekerjal  ataul  pengusahal  

dalaml  keadaanl  bahayal  dil  tempatl  kerja;l  kerja.l   

9) Membongkarl  ataul  membocorkanl  rahasial  perusahaanl  yangl  seharusnyal  

dirahasiakanl  kecualil  untukl  kepentinganl  negara;l  ataul   

10) Melakukanl  perbuatanl  lainnyal  dil  lingkunganl  perusahaanl  yangl  diancaml  pidanal  

penjaral  5l  tahunl  ataul  lebih 

 

 Persyaratanl  lainl  yangl  harusl  dipenuhil  pengusahal  dalaml  melakukanl  PHKl  

adalahl  buktil  pendukung,l  yaitu:l  

93
 

1) Pekerjal  ataul  buruhl  tertangkapl  tangan;l   

2) Adal  pengakuanl  daril  pekerjal  ataul  buruhl  yangl  bersangkutan;l  ataul   

3) Buktil  lainl  berupal  laporanl  kejadianl  didukungl  sekurang-kurangnyal  2l  orangl  

saksi.l   
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l  Johnl  Suprihanto,l  2002,Hubunganl  Industriall  Sebuahl  Pengantar,l  Yogyakarta,l  

BPFEYogyakarta,l  hal.11l  l   
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l  Edil  Sutrisnol  Sidabutar,2007l  l  Pedomanl  Penyelesaianl  PHK,l  Jakarta,l  Pranintal  Offset,l  hal.1.l  l   
93

l  l  http://e-journal.uajy.ac.id/16561/3/HK107662.pdf,l  Tinjauanl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerja,l  

diaksesl  padal  21l  agustl  2024l  jaml  14.25. 
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l  l  l  l  l  l  l  d.l  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  keinginanl  Pekerjal  itul  sendiril   

 Sehubunganl  apabilal  dalaml  perjanjianl  kerjal  diperjanjikanl  adanyal  masal  

percobaan,l  makal  selamal  waktul  itul  berlangsungl  buruh/pekerjal  berwenangl  seketikal  

mengakhiril  hubunganl  kerjal  denganl  pernyataanl  pengakhiran.l  Masal  percobaanl  

tersebutl  tidakl  bolehl  lebihl  daril  3l  bulan.
94

 

 PHKl  daril  sisil  karyawanl  bermaknal  karyawanl  yangl  mengajukanl  permohonanl  

pemutusanl  hubunganl  kerjal  disertail  denganl  alasanl  yangl  rasional.l  Pemutusanl  

hubunganl  kerjal  olehl  pekerjal  ataul  buruhl  atasl  permintaanl  pengunduranl  diril  ialahl  PHKl  

yangl  timbull  karenal  kehendakl  pekerjal  ataul  buruh.
95

l   

 Secaral  murnil  tanpal  adanyal  rekayasal  pihakl  lain.l  dalaml  praktekl  bentuknyal  

adalahl  pekerjal  ataul  buruhl  mengundurkanl  diril  daril  perusahaanl  tempatl  ial  bekerja.l  

Teknisnyal  dilakukanl  pekerjal  ataul  buruhl  secaral  tertulisl  danl  atasl  kemauanl  sendiril  

tanpal  adanyal  indikasil  tekananl  ataul  intimidasil  daril  pengusahal  jikal  terdapatl  indikasil  

tekananl  ataul  intimidasil  daril  pengusahal  secaral  hukuml  bukanl  PHKl  olehl  pekerjal  ataul  

buruhl  melainkanl  PHKl  olehl  pengusaha.l  akibatl  hukumnya,l  makal  pekerjal  ataul  buruhl  

berhakl  atasl  faktal  akl  sebagaimanal  diaturl  dalaml  pasall  156l  undang-undangl  nomorl  13l  

tahunl  2003.
96

 

 Untukl  menghindaril  agarl  tindakanl  PHKl  olehl  pekerjal  ataul  buruhl  tidakl  

melawanl  hukuml  makal  pekerjal  ataul  buruhl  yangl  bersangkutanl  wajibl  memenuhil  dual  
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l  https://hibra.co.id/alasan-alasan-pemutusan-hubungan-kerja-phk-yang-diperbolehkan,l  

diaksesl  padal  21l  Agustusl  2024l  jaml  14.40.l   
95

l  https://www.l  hukumonline.l  com/klinik/a/hak-karyawan-phk-dan-resign-cl2066/dipHKl  l  l  

karenal  design,l  l  diaksesl  padal  21l  Agustusl  2024l  jaml  15.30. 
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l  Yulianto,l  2019,l  Perdunganl  Hukuml  Terhadapl  Hakl  Pekerja/Buruhl  Yangl  Mengundurkanl  Diril  

Atasl  Kemauanl  Sendiri,l  Jurnall  Ilmul  Hukum,l  Voll  4.l  No.l  2 
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syaratl  yaitul  harusl  adal  persetujuanl  pengusahal  danl  memperhatikanl  pegangl  waktul  

pengakhiranl  hubunganl  kerjal  sesuail  pasall  1603l  KUHPl  Perdata.l  

97
l   

 Lebihl  lanjut,l  pasall  162l  ayatl  3l  Undang-undangl  nomorl  13l  tahunl  2003l  

mengaturl  syarat-syaratl  pengunduranl  diril  yangl  harusl  dipenuhil  olehl  pekerjal  ataul  buruhl  

:
98

l   

1) Mengajukanl  permohonanl  pengunduranl  diril  secaral  tertulisl  3l  sebeluml  diri;l   

2) Tidakl  terikatl  dalaml  ikatanl  dinas;l  danl   

3) Tetapl  menjalankanl  kewajibanl  sampail  tanggall  mulail  pengunduranl  diri. 

 Selanjutnya,l  PHKl  olehl  pekerjal  ataul  buruhl  sendiril  jugal  dapatl  dilakukanl  

denganl  mengajukanl  permohonanl  kepadal  pengadilanl  hubunganl  Industriall  dalaml  pasall  

169l  Undang-undangl  nomorl  13l  tahunl  2003l  sikapl  pengusahal  melakukanl  perbuatanl  

sebagail  berikutl  :
99

 

1) Menganiaya,l  menghinal  secaral  kasar,l  ataul  mengancaml  pekerjal  ataul  buruh;l   

2) Membujukl  danl  ataul  menyuruhl  pekerjal  ataul  untukl  melakukanl  perbuatanl  yangl  

bertentanganl  denganl  peraturanl  perundang_undangan;l   

3) Tidakl  membayarl  upahl  tepatl  padal  waktul  yangl  telahl  ditentukanl  selamal  3l  kalil  

berturut-turutl  ataul  lebih;l   

4) Tidakl  melakukanl  kewajibanl  yangl  telahl  dijanjikanl  kepadal  pekerjal  ataul  buruh;l   

5) Memerintahl  pekerjal  ataul  buruhl  untukl  melaksanakanl  bekerjal  diluarl  yangl  

diperjanjikan;l  ataul   

6) Memberil  pekerjal  yangl  membahayakanl  jiwa,l  keselamatanl  kesehatanl  danl  l  

pekerjal  ataul  buruh,l  sedangkanl  pekerjal  tersebutl  tidakl  dicantumkanl  dalaml  

perjanjianl  kerja. 

 
l  l  l  l  l  l  l   
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l  Assyafi,l  2022,l  Perlindunganl  Hakl  Pekerjal  Terhadapl  Perjanjianl  Kerjal  Waktul  Tertentul  

(Pkwt)l  Akibatl  Pandemil  Covid-19l  Padal  Perusahaanl  Dil  Kabupatenl  Kudus,l  Skripsi,l  l   
98

l  https://catapa.com/blog/hak-karyawan-yang-mengundurkan-diri-atau-resign,l  diaksesl  l  padal  

21l  Agustusl  2024l  jam16.50.l   
99

l  https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlakuan-yang-buruk-di-tempat-kerja-cl3545/l  

diaksesl  l  padal  21l  agustusl  2024l  jaml  17.20. 
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e.l  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  Pensiun 

 Menurutl  Kamusl  Besarl  Bahasal  Indonesial  (KBBI)l  yangl  dimaksudl  denganl  

pensiunl  adalahl  tidakl  bekerjal  lagil  karenal  masal  tugasnyal  sudahl  selesai.l  

100
l  l  Pengusahal  

dapatl  melakukanl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  apabilal  pekerjal  telahl  memasukil  usial  

pensiunl  danl  jikal  pengusahal  telahl  mengikutsertakanl  pekerjal  padal  programl  pensiunl  

yangl  dimanal  iuranl  tersebutl  telahl  dibayarl  penuhl  olehl  pengusaha,l  makal  pekerja/buruhl  

tidakl  berhakl  untukl  mendapatkanl  uangl  pesangonl  danl  apabilal  pengusahal  tidakl  

mengikutsertakanl  pekerjal  padal  programl  pesniunl  tersebut,l  makal  pengusahal  wajibl  

untukl  memberikanl  pekerjal  uangl  pesangonl  2l  (dua)l  kalil  uangl  penghargaanl  masal  kerjal  

danl  1l  (satu)l  kalil  uangl  penggantianl  hak.
101

 

 

l  l  l  l  l  l  f.l  l  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  kontrakl  kerjal  berakhirl   

 Ketikal  kontrakl  perjanjianl  telahl  habis,l  kedual  belahl  pihakl  secaral  hukuml  tidakl  

lagil  terikatl  denganl  perjanjianl  kerja.
102

l   

l  l  l  l  l  l  g.l  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  alasanl  kesehatanl  karyawan 

Pemutusanl  l  hubunganl  kerjal  dapatl  dilakukanl  karenal  keinginanl  kedual  belahl  

pihakl  terutamal  karenal  alasanl  kesehatan.l  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  Alasanl  

Medisl  adalahl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  yangl  l  dipertimbangkanl  ketikal  seorangl  

karyawanl  tidakl  dapatl  melakukanl  pekerjaannyal  karenal  sakitl  danl  kecill  kemungkinanl  
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l  http://e-journal.uajy.ac.id/16561/3/HK107662.pdf.l  Pemutusanl  Hubunganl  kerjal  Karenal  

Pensiun,l  diaksesl  21l  Agustusl  l  jaml  19.55. 
101

l  http://repository.unas.ac.id/5215/3/BAB%20II.pdf,l  Tinjauanl  Umuml  Tentangl  Pemutusanl  

Hubunganl  Kerjal   
102

l  Agusmidah,2010l  Dinamikal  danl  Kajianl  Teoril  Hukuml  Ketenagakerjaanl  Indonesia,l  Galial  

Indonesia,l  Bogor,l  hal.l  48l   
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karyawanl  tersebutl  akanl  pulihl  sepenuhnyal  untukl  kembalil  bertugasl  dalaml  waktul  

dekat.
103

 

 

l  l  l  l  l  h.l  l  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  meninggall  dunia 

 l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  alasanl  Pekerja/Buruhl  meninggall  dunial  

makal  kepadal  ahlil  warisnyal  diberikanl  sejumlahl  uangl  yangl  perhitungannyal  samal  

denganl  :l  

104
 

1).l  Uangl  pesangonl  sebesarl  2l  (dua)l  kalil  ketentuanl  pasall  40l  ayatl  (2); 

2).l  Uangl  penghargaanl  masal  kerjal  sebesarl  1l  (satu)l  kalil  ketentuanl  pasall  40l  ayatl  

(3);dan 

3).l  Uangl  penggantianl  hakl  sesuail  ketentuanl  Pasall  40l  ayatl  (4). 

 

  Pemutusanl  hubunganl  kerjal  jugal  dapatl  terjadil  karenal  meninggalnyal  pekerjal  

sesuail  Pasall  154l  hurufl  (d)l  UUl  Ketenagakerjaan.l  l   

 

3.l  Prosedurl  Penyelesaianl  Perselisihanl  PHK 

  Berdasarkanl  ketentuanl  Undangl  –l  Undangl  Nomorl  2l  Tahunl  2004,l  makal  

prosedurl  penyelesaianl  hubunganl  Industriall  ditempuhl  dalaml  empatl  (4)l  tahap.l  

Keempatl  tahapl  tersebutl  berikutl  inil  akanl  diuraikanl  satul  demil  satu:
105

l  l  l  l  l  l   

 a.l  Penyelesaianl  melaluil  Bipartit 

  Pengertianl  bipartitl  dalaml  hall  inil  sebagail  mekanismel  adalahl  tatal  caral  ataul  

prosesl  perundinganl  yangl  dilakukanl  antaral  dual  pihak,l  yaitul  pihakl  pengusahal  denganl  

                                                           
103

l  https://my.hr.gov.nt.ca/human-resource-manual/1600-termination-employment/1604-

medical-termination,l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  karenal  alasanl  medis,l   
104

l  https://disnakertrans.sanggau.go.id/penyerahan-hak-karyawan-meninggal-dunia-kepada-

ahli-waris/l   
105

l  Suwadji,2019l  ,l  Penyelesaianl  l  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  (Phk)l  Melaluil  Perundinganl  

Bipartit,l  Jurnall  Ketatanegaraan,l  Vol.l  14l  No.l  2,.l  l   
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pihakl  pekerja/buruhl  ataul  serikatl  pekerja/serikatl  buruh,l  antaral  lain,l  apabilal  terjadil  

antaral  pengusahal  denganl  pekerja/buruhl  dil  perusahaanl  

106 

  Penyelesaianl  perselisihanl  bipartitl  merupakanl  penyelesaianl  perselisihanl  yangl  

terbaikl  karenal  masing-masingl  pihakl  dapatl  langsungl  berbicaral  danl  dapatl  memperolehl  

kepuasanl  tersendiril  dikarenakanl  tidakl  adal  campurl  tanganl  daril  pihakl  ketiga.l  Selainl  

itu,l  penyelesaianl  perselisihanl  melaluil  bipartitl  dapatl  menekanl  biayal  danl  menghematl  

waktu.l  Itulahl  sebabnyal  UUl  No.l  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  Perselisihanl  

Hubunganl  Industriall  Pasall  3l  mengharuskanl  perundinganl  bipartitl  secaral  musyawarahl  

untukl  mufakatl  sebeluml  diajukanl  kepadal  lembagal  penyelesaianl  perselisihan.
107

  

  Perundinganl  bipartitl  adalahl  perundinganl  antaral  pekerja/buruhl  ataul  serikatl  

pekerja/serikatl  buruhl  denganl  pengusahal  untukl  menyelesaikanl  perselisihanl  hubunganl  

Industriall  danl  harusl  dibuatl  risalahl  yangl  ditandatanganil  olehl  paral  pihak.l  

108
  

  Upayal  bipartitl  diaturl  dalaml  Pasall  3l  sampail  denganl  Pasall  7l  Undang_Undangl  

Nomorl  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  

sebagail  berikutl  : 

a)l   Penyelesaianl  melaluil  bipartitl  harusl  diselesaikanl  palingl  lamal  tigal  puluhl  haril  sejakl  

tanggall  dimulainyal  perundingan.l  hall  tersebutl  diaturl  dalaml  UUl  Nomorl  2l  Pasall  3l  

ayatl  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall   

b)l   Apabilal  dalaml  jangkal  waktul  tigal  puluhl  haril  kerjal  salahl  satul  pihakl  menolakl  untukl  

berundingl  ataul  telahl  melakukanl  perundingan,l  tetapil  tidakl  mencapail  kesepakatan,l  

upayal  bripartitl  sendiril  dianggapl  gagal.l  Diaturl  dalaml  Undang-Undangl  Nomorl  2l  

Pasall  3l  ayatl  3l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  

Industriall   
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l  https://paralegal.id/pengertian/perundingan-bipartit/#google_vignettel    
107

l  l  Abdl  Latip,l  Lu’luiaily,l  Ainiyah,l  2018,l  Mediasil  Sebagail  Penyelesaianl  Permasalahanl  

Tenagal  Kerjal  dil  Kabupatenl  Bangkalan”,l  Jurnall  Kompetensi,l  Voll  12,l  Nol  2,l  Oktoberl  ,l  hal.l  64.l   
108

.l  Milal  Karmilal  Adi,2010,Masal  Depanl  Arbitrasel  sebagail  Mekanismel  Penyelesaianl  

Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  dil  Indonesia”,l  Jurnall  Hukum,l  No.l  2l  Vol.l  17l  April,l  hal.l  297.l   
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c). Apabilal  upayal  melaluil  bripartitl  gagal,l  salahl  satul  pihakl  ataul  kedual  pihakl  mencatatl  

perselisihannyal  kepadal  instansil  yangl  bertanggungl  jawabl  dibidangl  ketenaga-

kerjaanl  setempatl  l   

d)l   Apabilal  buktil  buktil  tersebutl  tidakl  dilampirkan,l  kepadal  instansil  yangl  bertanggungl  

jawabl  dibidangl  ketenagakerjaanl  setempatl  agarl  mengembalikanl  berkasl  untukl  

dilengkapil  palingl  lambatl  dalaml  waktul  tujuhl  haril  kerjal  sejakl  pengembalianl  

berkas.l  l   

e). Setelahl  menerimal  pencatatanl  daril  salahl  satul  ataul  pihak,l  instansil  yangl  

bertanggungl  jawabl  dibidangl  ketenagakerjaanl  setempatl  wajibl  menawarkanl  

kepadal  paral  pihakl  untukl  menyepakatil  l  penyelesaianl  melaluil  konsiliasil  ataul  

arbitrase.l   

f)l   Apabilal  paral  pihakl  tidakl  menetapkanl  pilihanl  penyelesaianl  melaluil  konsiliasil  ataul  

arbitrasel  dalaml  jangkal  tujuhl  haril  kerja,l  instansil  yangl  bertanggungl  jawabl  

dibidangl  ketenagakerjaanl  setempatl  melimpahkanl  penyelesaianl  perselisihanl  l   

g)l   Setiapl  perundinganl  bipartitl  harusl  dibuatl  risalahl  ditandatanganil  olehl  paral  pihak.l   

h)l   Risalahl  perundinganl  sekurangl  –l  kurangnyal  memuatl  :namal  lengkapl  danl  alamatl  

paral  pihak,l  tanggall  danl  tempatl  perundingan,l  danl  lainl  sebagainya.l   

i). Risalahl  perundinganl  sekurangl  –l  kurangnyal  memuatl  : 

j) Apabilal  tercapail  kesepakatan,l  dibuatl  perjanjianl  bersamal  l   

k). Perjanjianl  bersamal  wajibl  didaftarkanl  olehl  paral  pihakl  yangl  melakukanl  

peerjanjianl  padal  pengadilanl  hubunganl  Industriall  untukl  mendapatkanl  aktal  buktil  

pendaftaran.
109

 

 

 b.l  Penyelesaianl  melaluil  konsiliasil   

  Penyelesaianl  melaluil  konsiliasil  (conciliation)l  inil  dilakukanl  melaluil  seorangl  

ataul  beberapal  orangl  ataul  badanl  sebagail  penengahl  yangl  disebutl  konsiliatorl  denganl  

mempertemukanl  ataul  memberil  fasilitasl  kepadal  pihak-pihakl  yangl  berselisihl  untukl  

menyelesaikanl  perselisihannyal  secaral  damai.
110

l   

  Konsiliatorl  berdasarkanl  Pasall  1l  angkal  14l  UUl  No.2l  Tahunl  2004l  adalahl  

seorangl  ataul  lebihl  yangl  memenuhil  syarat-syaratl  sebagail  konsiliatorl  sebagaimanal  
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l  Https://Dinperinaker.Pekalongankota.Go.Id/Halaman/Penyelesaian-Perselisihan-Hubungan-

Industrial---Perundingan-Bipartit.Html,l   
110

l  l  Widodo,l  2016,l  Pernyelesaianl  Secaral  Konsilasil  Dalaml  Penyelesaianl  Perselisihanl  

Hubunganl  Industriall  Menurutl  Uul  No.l  2l  Tahunl  2004,l  Jurnall  Warta,l  Edisil  49. 
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ditetapkanl  olehl  Menteri,l  yangl  bertugasl  melakukanl  konsiliasil  danl  wajibl  memberikanl  

anjuranl  tertulisl  padal  paral  pihakl  yangl  berselisihl  untukl  menyelesaikanl  perselisihan.
111

l  l   

  Konsiliatorl  ikutl  sertal  memberil  solusil  terhadapl  masalahl  yangl  diperselisihkan.l  

Konsiliasil  Hubunganl  Industriall  yangl  selanjutnyal  disebutl  konsiliasil  adalahl  

penyelesaianl  perselisihanl  kepentingan,l  perselisihanl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  ataul  

perselisihanl  antarl  serikatl  pekerja/serikatl  buruhl  l  melaluil  musyawarah.
112

l   

 l   Menurutl  Undang-Undangl  No.l  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  

Perselisihanl  Hubunganl  Industrial,l  makal  penyelesaianl  perselisihanl  melaluil  konsiliasil  

dilakukanl  denganl  caral  sebagail  berikutl  l  

113
 

 a).l  Penyelesaianl  olehl  konsiliatorl  dilaksanakanl  setelahl  paral  pihakl  mengajukanl  

permintaanl  penyelesaianl  secaral  tertulisl  kepadal  konsiliatorl  yangl  ditunjukl  danl  

disepakatil  olehl  paral  pihak;l   

 b).l  Dalaml  waktul  palingl  lambatl  7l  (tujuh)l  haril  setelahl  menerimal  pelimpahanl  

penyelesaianl  perselisihanl  secaral  tertulis,l  konsiliatorl  harusl  sudahl  mengadakanl  

penelitianl  tentangl  duduknyal  perkaral  danl  selambat-lambatnyal  padal  haril  kerjal  

kedelapanl  harusl  sudahl  dilakukanl  sidangl  konsiliasil  pertama;l   

 c).l  Konsiliatorl  dapatl  memanggill  saksil  ataul  saksil  ahlil  untukl  hadirl  dalaml  sidangl  

konsiliasil  gunal  dimintal  danl  didengarl  keterangannya;l   

 d).l  Dalaml  hall  tercapail  kesepakatanl  penyelesaianl  perselisihanl  hubunganl  Industriall  

melaluil  konsiliasi,l  makal  dibuatl  Perjanjianl  Bersamal  yangl  ditandatanganil  olehl  

paral  pihakl  danl  disaksikanl  olehl  konsiliatorl  danl  dil  daftarl  dil  Pengadilan 

 e). Hubunganl  Industriall  padal  Pengadilanl  Negeril  dil  wilayahl  hukuml  pihak-pihakl  

mengadakanl  Perjanjianl  Bersamal  untukl  mendapatkanl  aktal  buktil  pendaftaran; 

 f).l  Dalaml  hall  tidakl  tercapainyal  kesepakatanl  penyelesaianl  perselisihanl  melaluil  

konsiliasi,l  makal  : 

  1)l   Konsiliatorl  mengeluarkanl  anjuranl  tertulis;l   

  2)l   Anjuranl  tertulisl  tersebutl  selambat-lambatnyal  10l  (sepuluh)l  haril  sejakl  

sidangl  konsiliasil  pertamal  harusl  sudahl  disampaikanl  kepadal  paral  pihak;
114

l   
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l  https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-konsiliator-dalam-alternatif-penyelesaian-

sengketa-l  lt6283663aaa2f6/ 

112
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-l  Dan-

Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.htmll   
113

l  l  Sarnawa,l  Bagus,l  Isharyanto,l  Erwnl  Johan,l  2010,l  l  Hukuml  Ketenagakerjaan,l  Laboratoriuml  

Ilmul  Hukum,l  Yogyakarta,l  hal.l  210 
114

l  l  Jonil  Bambang,l  2021l  Hukuml  Ketenagakerjaan,l  Pustakal  seti,l  Bandung,l  hal.l  45 
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  3)l   Paral  pihakl  dalaml  waktul  10l  (sepuluh)l  haril  sejakl  menerimal  anjuranl  

tersebutl  sudahl  harusl  memberikanl  jawabanl  kepadal  konsiliatorl  ;l   

  4)l  Jikal  paral  pihakl  tidakl  memberikanl  pendapatnya,l  makal  dial  dianggapl  

menolakl  anjuranl  tertulisl  tersebut;l   

  5)l  Jikal  anjuranl  tertulisl  tersebutl  disetujui,l  makal  dalaml  waktul  selambatl  

lambatnyal  3l  (tiga)l  haril  sejakl  anjuranl  tertulisl  tersebutl  disetujui,l  konsiliatorl  

harusl  sudahl  selesail  membantul  paral  pihakl  membuatl  Perjanjianl  Bersamal   

  6) Apabilal  Perjanjianl  Bersamal  yangl  telahl  didaftarkanl  tersebutl  tidakl  

dilaksanakanl  olehl  salahl  satul  pihak,l  pihakl  yangl  dirugikanl  dapatl  

mengajukanl  permohonanl  kepadal  Pengadilanl  Hubunganl  Industriall   

  7). Dalaml  hall  dil  manal  pemohonl  eksekusil  berdomisilil  dil  luarl  Pengadilanl  

Negeril  tempatl  pendaftaranl  Perjanjianl  Bersama,l  makal  pemohonl  eksekusil  

dapatl  mengajukanl  permohonanl  tersebutl  l   

  8).l   Jikal  anjuranl  tertulisl  yangl  dibuatl  olehl  konsiliatorl  ditolakl  olehl  salahl  satul  

pihakl  ataul  paral  pihakl  makal  salahl  satul  pihakl  ataul  paral  pihakl  dapatl  

melanjutkanl  penyelesaianl  perselisihanl  kel  Pengadilanl  Hubunganl  Industriall   

  9). Konsiliatorl  harusl  sudahl  menyelesaikanl  tugasnyal  dalaml  waktul  selambatl  

lambatnyal  30l  (tigal  puluh)l  haril  kerjal  sejakl  permintaanl  penyelesaianl   

 

 c.l  Penyelesaianl  melaluil  Arbitrasel   

  Arbitrasel  merupakanl  penyelesaianl  sengketal  dil  luarl  pengadilanl  berdasarkanl  

kesepakatanl  paral  pihakl  yangl  dilakukanl  olehl  pihakl  ketigal  yangl  disebutl  arbiterl  danl  

paral  pihakl  menyatakanl  akanl  menaatil  putusanl  yangl  diambill  olehl  arbiter.
115

l   

Arbitrasel  hubunganl  Industriall  yangl  diaturl  dalaml  Undang-Undangl  No.l  2l  Tahunl  2004l  

Tentangl  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  merupakanl  pengaturanl  

khususl  bagil  penyelesaianl  sengketal  dil  bidangl  hubunganl  Industrial
116

l   

  Arbitrasel  dil  satul  pihakl  maupunl  negosiasi,l  mediasil  danl  konsiliasil  dil  pihakl  

lain,l  semuanyal  termasukl  sebagail  outl  ofl  courtl  disputel  settlement.l  Arbitrasel  bersifatl  

ajudikatif,l  karenal  arbitrasel  memilikil  wewenangl  untukl  memeriksal  danl  memutusl  
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https://siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediasi-dan-konsiliasi/?lang=id,l  

diaksesl  padal  tanggall  22l  Agustusl  2024l  jaml  9.00l   
116

l  https://disnakertrans.sanggau.go.id/mediasi-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-

Industrial/l  diaksesl  padal  tanggall  22l  Agustusl  2024l  jaml  10.20 
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sengketa,l  sedangkanl  negosiasi,l  mediasil  danl  konsiliasil  bersifatl  nonl  ajudikatif,l  karenal  

penyelesaianl  sengketal  ditentukanl  olehl  paral  pihakl  yangl  bersengketal  itul  sendiri.117 

l    Salahl  satul  yangl  popularl  danl  banyakl  diminatil  kinil  adalahl  caral  penyelesaianl  

sengketal  melaluil  arbitrase.l  Bahkanl  kinil  pihakl  dunial  majul  engganl  mengadakanl  

hubunganl  bisnisl  tanpal  dikaitkanl  denganl  perjanjianl  aritrase.l  

118 

 

 d. Penyelesaianl  Melaluil  Mediasil   

  Upayal  penyelesaianl  perselisihanl  melaluil  mediasil  diaturl  dalaml  Pasall  8l  sampail  

denganl  Pasall  16l  UUl  No.l  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  

Industrial.
119

l  Mediasil  hubunganl  Industriall  adalahl  penyelesaianl  perselisihanl  hak,l  

perselisihanl  kepentingan,l  perselisihanl  pemutusanl  hubunganl  kerjal  danl  perselisihanl  

antarl  serikatl  pekerja/serikatl  buruhl  hanyal  dalaml  satul  perusahaanl  melaluil  musyawarahl  

yangl  ditengahil  olehl  seorangl  ataul  lebihl  mediatorl  yangl  dipercayail  adalahl  bersifatl  

netrall  

120
l   

l    Mediasil  adalahl  intervensil  terhadapl  suatul  sengketal  olehl  pihakl  ketigal  yangl  

dapatl  diterima,l  tidakl  berpihakl  danl  netrall  sertal  membantul  paral  pihakl  yangl  berselisihl  

mencapail  kesepakatanl  secaral  sukarelal  terhadapl  permasalahanl  yangl  disengketakan.l  

Penyelesaianl  perselisihanl  melaluil  mediasil  dilakukanl  olehl  mediatorl  yangl  beradal  dil  

setiapl  kantorl  instansil  bidangl  ketenagakerjaanl  Kabupaten/l  Kota.l  Apabilal  

                                                           
117

l  http://repository.unas.ac.id/6018/3/BAB%20II.pdf.l  Tinjauanl  Umuml  Arbitrase,l  diaksesl  padal  

tanggall  22l  Agustusl  2024l  jaml  9.00 
118

l  Tektona,l  2011,l  Arbitrasel  Sebagail  Alternatifl  Solusil  Penyelesaianl  Sengketal  Bisnisl  dil  Luarl  

Pengadilan,l  Jurnall  Hukuml  Voll  49.l  No.3l   
119

l  https://disnakertrans.sanggau.go.id/mediasi-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-

Industrial/l  diaksesl  padal  tanggall  22l  Agustusl  2024l  jaml  12.00 
120

l  l  Imaningrom,l  2023l  Penerapanl  Mediasil  Padal  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  

Industrial,l  Jurnall  Law,l  Voll  1.l  No.l  2l   
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penyelesaianl  mediasil  tidakl  dapatl  mencapail  kesepakatan,l  makal  paral  pihakl   diberil  

kesempatanl  untukl  memilihl  menyelesaikanl  perselisihannyal  antaral  lainl  melaluil  

Mediasi,l  Konsiliasil  ataul  Arbitrase.
121

 

  Penyelesaianl  perselisihanl  hubunganl  Industriall  melaluil  mediasil  menurutl  

ketentuanl  Pasall  4l  Undang-Undangl  No.l  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  

Perselisihanl  Hubunganl  Industrial,l  didahuluil  denganl  tahapanl  sebagail  berikutl  :
122

l   

  1). Jikal  perundinganl  bipartitl  gagal,l  salahl  satul  ataul  kedual  belahl  pihakl  

mencatatkanl  perselisihannyal  kepadal  instansil  yangl  bertanggungl  jawabl  l   

  2).l  Setelahl  menerimal  pencatatan,l  instansil  yangl  bertanggungl  jawabl  dil  bidangl  

ketenagakerjaanl  wajibl  menawarkanl  kepadal  paral  pihakl  untukl  menyepakatil  

memilihl  penyelesaianl  melaluil  konsiliasil  ataul  arbitrase;l   

  3).l  Jikal  dalaml  waktul  7l  (tujuh)l  haril  paral  pihakl  tidakl  menetapkanl  pilihan,l  

instansil  yangl  bertanggungl  jawabl  dil  bidangl  ketenagakerjaanl  melimpahkanl  

penyelesaianl  kepadal  mediator 

 

  Berdasarkanl  ketentuanl  Undang-Undangl  No.l  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  

Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  Industrial,l  dalaml  prosesl  penyelesaianl  

perselisihanl  melaluil  mediasi,l  mediatorl  harusl  l  sudahl  mengadakanl  penelitianl  

mengenail  dudukl  perkaranyal  danl  harusl  segeral  mengadakanl  sidangl  mediasil  dalaml  

waktul  selambat_lambatnyal  7l  (tujuh)l  haril  kerjal  setelahl  menerimal  pelimpahanl  perkaral  

perselisihan.l  Dalaml  jangkal  waktul  selambat-lambatnyal  30l  (tigal  puluh)l  haril  kerjal  

sejakl  menerimal  pelimpahanl  perselisihan,l  mediatorl  harusl  sudahl  menyelesaikanl  tugasl  

mediasil  tersebut.
123

l   

                                                           
121

l  Reytmanl  Aruan,l  2012,l  Hukuml  Acaral  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  l  hal.20 
122

l  Ayunal  Putri,l  2019,l  Pembaharuanl  Penyelesaianl  Perselisihanl  Ketenagakerjaanl  Dil  

Pengadilanl  Hubunganl  Industriall  Berdasarkanl  Asasl  Sederhana,l  Cepatl  Danl  Biayal  Murahl  Sebagail  

Upayal  Perwujudanl  Kepastianl  Hukum,l  Jurnall  Binal  Mulial  Hukuml  Voll  4.No.3l   
123

l  Wijayantol  Setiawan,l  2007,l  Pengadilanl  Perburuhanl  Indonesia,l  Laras,l  Sidoarjo:,l  hal.l  196l   
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  Jikal  tidakl  tercapail  kesepakatanl  dalaml  penyelesaianl  perselisihanl  melaluil  

mediasi,l  makal  :l  

124
 

 1).l  Mediatorl  mengeluarkanl  anjuranl  tertulis;l   

 2).l  Anjuranl  tertulisl  sebagaimanal  dimaksudl  padal  hurufl  al  dalaml  waktul  selambatl  

lambatnyal  10l  (sepuluh)l  haril  kerjal  sejakl  sidangl  mediasil  pertamal  harusl  sudahl  

disampaikanl  kepadal  paral  pihak;l   

 3).l  Paral  pihakl  harusl  sudahl  harusl  memberikanl  jawabanl  secaral  tertulisl  kepadal  

mediatorl  yangl  isinyal  menyetujuil  ataul  menolakl  anjuranl  tertulisl  dalaml  waktul  

selambat_lambatnyal  10l  (sepuluh)l  haril  kerjal  setelahl  menerimal  anjuranl  

tertulis;l   

 4).l  Pihakl  yangl  tidakl  memberikanl  pendapatnyal  sebagaimanal  dimaksudl  padal  hurufl  

cl  dianggapl  menolakl  anjuranl  tertulis;l   

 

 e.l  Penyelesaianl  melaluil  Pengadilanl  Hubunganl  Industriall   

  Pengadilanl  Hubunganl  Industriall  merupakanl  pengadilanl  khususl  yangl  beradal  

padal  lingkunganl  peradilanl  umum,l  berwenangl  untukl  memeriksal  danl  memutus:
125

 

  1).l  Dil  tingkatl  pertamal  mengenail  perselisihanl  hakl  danl  perselisihanl  pemutusanl  

hubunganl  kerja;l   

  2).l  Dil  tingkatl  pertamal  danl  terakhirl  mengenail  perselisihanl  kepentinganl  danl  

perselisihanl  antarserikatl  pekerja/l  serikatl  buruhl  dalaml  satul  perusahaan. 

 

  Berdasarkanl  Undang-Undangl  No.l  2l  Tahunl  2004l  Tentangl  Penyelesaianl  

Perselisihanl  Hubunganl  Industrial,l  Pengadilanl  Hubunganl  Industriall  untukl  pertamal  

kalil  dibentukl  padal  setiapl  Pengadilanl  Negeril  Kabupaten/Kotal  l  denganl  daerahl  hukuml  

meliputil  seluruhl  wilayahl  provinsil  l  danl  padal  Mahkamahl  Agungl  dil  tingkatl  kasasi.
126

 

  Bilal  gugatanl  tidakl  dilampiril  denganl  risalahl  tersebut,l  Pengadilanl  Hubunganl  

Industriall  wajibl  mengembalikanl  gugatanl  tersebutl  kepadal  penggugat.l  Dalaml  hall  suatul  

perselisihanl  melibatkanl  lebihl  daril  satul  penggugatl  dapatl  diajukanl  secaral  kolektifl  

                                                           
124

https://disnakertrans.sanggau.go.id/mediasi-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-

Industriall  Apabilal  tidakl  tercapaiKesepakatanl  maka,Pengadilanl  Hubunganl  Indutril   

125
l  https://siplawfirm.id/pengadilan-hubungan-Industrial/?lang=idm,l  diaksesl  22l  Agustusl  2024l  l  

l   
126

l  l  Emil  Syarif,l  2021,l  Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  Menggunakanl  Actel  Vanl  

Dading,l  Jurnall  Ketatanegaraan,l  Vol.l  16l  No.l  2.l   
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denganl  memberikanl  kuasal  khusus.l  Serikatl  pekerja/l  serikatl  buruhl  danl  organisasil  

pengusahal  dapatl  bertindakl  sebagail  kuasal  hukuml  untukl  beracaral  dil  Pengadilanl  

Hubunganl  Industriall  untukl  mewakilil  anggotanya.
127

 

 

4.l  Tujuanl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal   

Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  (PHK)l  memilikil  tujuanl  yangl  berkaitanl  eratl  

denganl  alasanl  terjadinyal  PHK.l  Tetapil  tujuanl  PHKl  menitikberatkanl  kel  perusahaanl  

sebagail  pelakul  usahal  

128
l   

Tujuanl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  lainnyal  yaitul  mencapail  sasaranl  sesuail  

denganl  harapanl  asalkanl  tidakl  menimbulkanl  masalah,l  kemudianl  untukl  meminimalisirl  

pengeluaranl  modall  yangl  tidakl  terukur,l  meminimalisirl  pengeluaranl  perusahaanl  daril  

pemberianl  upahl  karyawanl  diharapkanl  dapatl  menutupil  kekuranganl  biayal  operasionall  

perusahaan
129

l   

l  Benedictel  jugal  berpendapatl  bahwal  perampinganl  /penguranganl  jumlahl  tenagal  

kerjal  (Downsizinng)l  merupakanl  salahl  satul  caral  perusahaanl  untukl  mempersiapkanl  

kestabilanl  perusahaanl  daril  hal-hall  yangl  merugikanl  sepertil  gangguanl  ekonomil  dimasal  

yangl  akanl  datangl  maupunl  faktorl  lainnya.
130

l  l   

Berdasarkanl  penjelasanl  tersebutl  dil  atas,dapatl  dipahamil  bahwal  tujuanl  

pemberhentianl  hubunganl  kerjal  (PHK)l  adalahl  untukl  memberikanl  tanggungl  jawabl  

                                                           
127

l  Sudiknol  Mertokusumo,l  2000Mengenall  Hukuml  (Suatul  Pengantar),l  Liberty,l  Yogyakarta,l  l  l  

hal.l  10 
128

l  Riyukuri,l  A.,l  Adinda,l  S.l  Z.,l  Syafi’i,l  S.l  2023.l  Dampakl  PHKl  Karyawanl  Perusahaanl  Shopeel  

Terhadapl  Perkembanganl  Perusahaan.l  J-CEKI:l  Jurnall  Cendekial  Ilmiah,l  2(2),l  hal.119-129,l  l   
129

l  l  Silvial  Cahyadi,l  Perlindunganl  Bagil  Pekerjal  Atasl  Tindakanl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  

(Phk)l  Dil  Masal  Pandemil  Covid-19,l  Jurnall  Ilmiall  Sosiall  Hukum 
130

l  Benedictel  Reynaudl  2012)l  Reynaud,l  l  l  Workforcel  l  reductionl  l  andl  l  firml  performancel  :l  

Evindencel  froml  Frenchl  l  firml  data.l  PSEl  Workingl  Papersl  Parisl  Schooll  ofl  Economics,l   
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terhadapl  jalannyal  kegiatanl  produksil  perusahaanl  agarl  tetapl  berjalanl  dimanal  

penguranganl  tenagal  kerjal  dilakukanl  karenal  faktorl  tertentul  yangl  menyebabkanl  

kesulitanl  bagil  perusahaan 

 

5.l  Akibatl  Hukuml  PHKl   

  Pemutusanl  hubunganl  kerjal  padal  dasarnyal  merupakanl  masalahl  kompleksl  

karenal  berkaitanl  denganl  pengangguran,l  kriminalitas,l  danl  kesempatanl  kerja.l  Menurutl  

Ketentuanl  Umuml  Pasall  1l  Undangl  Undangl  Republikl  Indonesial  No.l  :l  2l  Tahunl  2004l  

tentangl  penyelesaianl  hubunganl  kerjal  disebutkan,l  “Perselisihanl  Pemutusanl  Hubunganl  

Kerjal  adalahl  perselisihanl  yangl  timbull  karenal  tidakl  adanyal  kesesuaianl  pendapatl  

mengenail  pengakhiranl  hubunganl  kerjal  yangl  dilakukanl  olehl  salahl  satul  pihak.
131

l   

  Akibatl  PHKl  secaral  besar-besaranl  karenal  tindakanl  pemerintah,l  makal  

pemerintahl  akanl  berusahal  meringankanl  bebanl  tenagal  kerjal  itul  danl  akanl  diusahakanl  

penyaluranl  merekal  padal  perusahaanl  ataul  tempatl  kerjal  lain.
132

l  PHKl  akibatl  

modernisasi,l  efisiensi,l  yangl  disetujuil  olehl  pemerintah,l  mendapatl  perhatianl  

pemerintahl  sepenuhnyal  denganl  jalanl  mengusahakanl  secaral  aktifl  penyaluranl  tenagal  

kerjal  itul  kel  perusahaanl  lain.
133

 

Berdasarkanl  Undang-undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  tentangl  Ketenagakerjaanl  

Pasall  156,l  akibatl  hukuml  PHKl  diantaranya: 

(1)l   Pengusahal  diwajibkanl  membayarl  uangl  pesangonl  danl  ataul  uangl  penghargaanl  

masal  kerjal  danl  uangl  penggantianl  hakl  yangl  seharusnyal  diterima.l   

(2) Perhitunganl  uangl  pesangonl  sebagaimanal  dimaksudl  dalaml  ayatl  (1)l  palingl  

sedikitl  sebagail  berikut: 

                                                           
131

l  Purnomo,l  2018,l  Dampakl  Hukuml  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  Secaral  Sepihak,l  Jurnall  

Hukum,l  Voll  4.No.2 
132

l  Zainall  Hidayat,l  2009,l  Kajianl  Hukuml  Terhadapl  Perselisihanl  Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  

Secaral  Sepihakl  Padal  Perusahaan,l  Jurnall  Hukum,l  Voll  5.No.l  3 
133

l  Teguhl  Prasetyo,l  2013,l  Filsafat,l  Teori,l  danl  Ilmul  Hukum,l  Pemikiranl  Menujul  Masyarakatl  

yangl  Berkeadilanl  danl  Bermartabat,l  Rajal  Grafindol  Persada,l  Jakarta,l  hal..l  112.l  
l   
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al  Masal  kerjal  kurangl  daril  1l  (satu)l  tahun,l  1l  (satu)l  bulanl  upah;l   

bl  Masal  kerjal  1l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  2l  tahun,l  2bulanl  upah;l   

cl  Masal  kerjal  2l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  3l  tahun,l  3bulanl  upah;l   

dl  Masal  kerjal  3l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  4l  tahun,l  4l  bulanl  upah;l   

el  Masal  kerjal  4l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  5l  tahun,l  5l  l  bulanl  upah;l   

fl  Masal  kerjal  5l  tahunl  ataul  lebih,l  tetapil  kurangl  daril  6l  l  tahun,l  6l  bulanl  upah;l   

gl  Masal  kerjal  6l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  7l  l  tahun,l  7l  l  bulanl  upah.l   

hl  Masal  kerjal  7l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  8l  l  tahun,l  8l  l  bulanl  upah;l   

il   Masal  kerjal  selamal  8l  tahunl  ataul  lebih,l  ataul  selamal  9l  l  bulanl  upah.
134

 

 

(3) Perhitunganl  uangl  penghargaanl  masal  kerjal  sebagaimanal  dimaksudl  dalaml  ayatl  (1)l  

ditetapkanl  sebagail  berikut:
135

 

a.l   Masal  kerjal  3l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  6tahun,l  2l  l  l  bulanl  upah;l   

b.l   Masal  kerjal  6l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  9l  l  tahun,l  3l  l  bulanl  upah;l   

c.l   Masal  kerjal  9l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  12l  tahun,l  4l  bulanl  upah;l   

d.l   Masal  kerjal  12l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  15l  tahun,l  5l  l  bulanl  upah;l   

e.l   Masal  kerjal  15l  l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  18l  tahun,l  6l  l  bulanl  upah;l   

f.l   Masal  kerjal  18tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  21l  tahun,l  7l  bulanl  upah;l   

g.l   Masal  kerjal  21l  tahunl  ataul  lebihl  tetapil  kurangl  daril  24l  l  l  tahun,l  8l  (delapan)l  

bulanl  upah;l   

h.l   Masal  kerjal  24l  tahunl  ataul  lebih,l  10l  bulanl  upah. 

 

(4) Uangl  penggantianl  hakl  yangl  seharusnyal  diterimal  sebagaimanal  dimaksudl  dalaml  

ayatl  (1)l  meliputi:
136

 

a.l   Cutil  tahunanl  yangl  beluml  diambill  danl  beluml  gugur;l   

b.l   Biayal  ataul  ongkosl  pulangl  untukl  pekerja/buruhl  danl  keluarganyal  kel  tempatl  dil  

manal  pekerja/buruhl  diterimal  bekerja;l   

c.l   Penggantianl  perumahanl  sertal  pengobatanl  danl  perawatanl  15%l  (limal  belasl  

perseratus)l  daril  uangl  pesangonl  dan/ataul  uangl  penghargaanl  masal  kerjal  l   

d.l   Hal-hall  lainl  yangl  ditetapkanl  dalaml  perjanjianl  kerja,l  peraturanl  perusahaanl  

ataul  perjanjianl  kerjal  bersama. 

 

                                                           
134

l  https://www.hukumonline.com/klinik/a/rumus-perhitungan-uangpesangon-dan-masalah-

phk-karena-efisiensi-lt51bbeb0fc1a9e/diaksesl  padal  22l  Agustusl  2024. 
135

l  Rahmita,l  2014,l  Analisisl  Konsepl  Uangl  Penggantianl  Hakl  Pekerjal  Yangl  Mengundurkanl  Diril  

Berdasarkanl  Pasall  162l  Ayatl  (1)l  Junctol  Pasall  156l  Ayatl  (4)l  Undang-Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  

Tentangl  Ketenagakerjaan,l  Jurnall  Ilmiah,l   
136

l  https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-uang-penggantian-hak-bagi-

pekerja-yang-mengundurkan-diri-lt5b2b1f01d478e/,Uangl  penggantianl  hakl  bagil  Pekerja.l  Diaksesl  

padal  l  22l  Agustusl  2024l  l   
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(5)l  Perubahanl  perhitunganl  uangl  pesangon,l  perhitunganl  uangl  penghargaanl  masal  

kerja,l  danl  uangl  penggantianl  hakl  sebagaimanal  dimaksudl  dalaml  ayatl  (2),l  ayatl  (3),l  

danl  ayatl  (4)l  ditetapkanl  denganl  Peraturanl  Pemerintah.l   

 

Untukl  menghindaril  akibatl  hukuml  PHKl  tersebut,l  Pasall  151l  Ayatl  1l  UUl  

tentangl  Ketenagakerjaanl  menyebutkan,l  “Pengusaha,l  pekerja/buruh,l  serikatl  

pekerja/serikatl  buruh,l  danl  pemerintah,l  denganl  segalal  upayal  harusl  mengusahakanl  

agarl  janganl  terjadil  pemutusanl  hubunganl  kerja.”
137

 

Pasall  152l  UUl  Ketenagakerjaanl  2003l  bahwal  permohonanl  penetapanl  

pemutusanl  hubunganl  kerjal  tersebutl  harusl  diajukanl  secaral  tertulisl  kepadal  Lembagal  

Penyelesaianl  Perselisihanl  Hubunganl  Industriall  disertail  alasanl  l  dasarnyal  sehingga,l  

pekerjal  yangl  di-PHKl  mengetahuil  alasanl  l  dasarl  olehl  pengusahal  ataul  perusahaan.
138

 

Berdasarkanl  pasall  156l  ayatl  (4)l  Undangl  –l  Undangl  Ketenagakerjaan,l  gantil  

kerugianl  meliputil  :l  cutil  tahunanl  yangl  beluml  diambill  danl  beluml  gugur,l  biayal  ataul  

ongkosl  pulangl  untukl  pekerjal  danl  keluarganyal  ketempatl  dil  manal  pekerjal  diterimal  

kerja,l  penggantianl  perumahanl  sertal  pengobatanl  danl  perawatanl  ditetapkanl  15%l  daril  

uangl  pesangonl  ataul  uangl  penghargaanl  masal  kerjal  bagil  yangl  memenuhil  syarat.
139

 

 Berdasarkanl  penjelasanl  tentangl  akibatl  hukuml  PHKl  tersebutl  dil  atas,l  dapatl  

dipahamil  bahwal  akibatl  hukuml  PHKl  antaral  lainl  adalahl  l  terjadinyal  konflikl  hukuml  

berkepanjanganl  antaral  perusahaanl  denganl  pekerja/buruhl  yangl  mendapatl  PHKl  yangl  

olehl  pengadilanl  l  memerlukanl  waktul  panjangl  untukl  penyelesaiannya.l   

                                                           
137

l  Muhammadl  Syafruddin,l  2020,l  Perlindunganl  Hukuml  Pekerjal  akibatl  PemutusnaHubunganl  

Kerja,l  Jurnall  Hukum,l  Vol.l  5.l  No.2l   
138

l  l  https://bphn.go.id/data/documents/penyelesaian_perselisihan_hubungan_Industrial.pdf.l  

dialsesl  l  padal  22l  Agustusl  2024l   
139

l  https://indonesiabaik.id/infografis/pekerja-di-phk-berhak-atas-apa-sajal  dialsesl  l  padal  22l  

Agustusl  2024 
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BABl  III 

METODOLOGIl  PENELITIAN 

 

A.l  Ruangl  Lingkupl  Penelitian 

Ruangl  lingkupl  penelitianl  berjudull  l  Analisisl  Yuridisl  Hubunganl  Industriall  Atasl  

Pemutusanl  Hubunganl  Kerjal  (PHK)l  Sepihakl  (Studil  Putusanl  No.l  248/Pdt.Sus-

Phi/2022/Pn.Mdn)l  dapatl  dirincil  sebagail  berikutl  ;l  l   

1. Bagaimanal  penerapanl  hukuml  olehl  pengadilanl  l  atasl  tuntutan/gugatanl  terhadapl  

PHKl  secaral  sepihakl  olehl  perusahaanl  berdasarkanl  Putusanl  No.l  248/pdt.sus-

PHI/2022/PN.MDN) 

2. Bagaimanal  perlindunganl  hukuml  terhadapl  pekerjal  yangl  diPHKl  secaral  sepihakl  

olehl  l  perusahaanl   

 

B.l  Jenisl  Penelitian 

l  Penelitianl  inil  menggunakanl  jenisl  Penelitianl  Hukuml  Normatifl  yaknil  l  penelitianl  

hukuml  yangl  dilakukanl  denganl  caral  menelitil  bahanl  pustakal  ataul  datal  sekunder.
140

l  

Padal  penelitianl  pendekatanl  inil  melakukanl  tinjauanl  yuridisl  danl  bentukl  perlindunganl  

bagil  tenagal  kerjal  yangl  mengalamil  PHKl  secaral  sepihakl  denganl  berbagail  bahanl  

pustakal  primer,l  sekunderl  danl  tersierl  sertal  hukuml  yangl  relevan. 

 

C.l  Sumberl  Data 

Datal  yangl  digunakanl  dalaml  penelitianl  inil  bersumberl  daril  datal  sekunder.l  Datal  

Sekunderl  adalahl  merupakanl  datal  yangl  dikumpulkanl  daril  datal  yangl  telahl  adal  
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l  M.l  Nazir,l  2016,l  Metodel  Penulisan,l  (Jakartal  Ghalial  Indonesia)l  Hall  122. 
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sebelumnya.l  Datal  Sekunderl  bersumberl  daril  datal  hukuml  primer,l  datal  sekunderl  danl  

datal  tertier. 

a. Bahanl  Hukuml  Primer 

 Bahanl  hukuml  primerl  merupakanl  bahanl  hukuml  yangl  utama,l  sebagail  bahanl  

hukuml  yangl  bersifatl  autoritatif,l  yaknil  bahanl  hukuml  yangl  mempunyail  otoritas,l  

bahanl  hukuml  primerl  meliputil  peraturanl  perundang-undanganl  danl  segalal  

dokumenl  resmil  yangl  memuatl  ketentuanl  hukum.l  Bahanl  hukuml  primerl  terdiril  daril  

peraturanl  perundang-undanganl  yangl  tatal  urutannyal  sesuail  denganl  tatal  caral  

pembentukanl  peraturanl  perundang-undanganl  yangl  berlaku.l  Bahanl  hukuml  primerl  

yangl  digunakanl  olehl  penelitil  adalah: 

1) UUl  Ketenagakerjaanl  Nol  13l  Tahunl  2003 

2) Putusanl  Pengadianl  Negeril  Nol  248/Pdt.Sus-PHI/2022/PNl  Mdn. 

3) UUl  Ciptal  Kerjal  No.l  11l  tahunl  2020. 

b.l   Bahanl  Hukuml  Sekunder 

 Bahanl  hukuml  sekunderl  adalahl  dokumenl  ataul  bahanl  hukuml  yangl  memberikanl  

penjelasanl  terhadapl  bahanl  hukuml  primerl  sepertil  buku-buku,l  artikel,l  jurnal,l  hasill  

penelitian,l  danl  lainnyal  l  yangl  relevanl  denganl  permasalahanl  yangl  akanl  dibahas. 

c. Bahanl  Hukuml  Tersier 

 Bahanl  hukuml  tersierl  yaitul  bahanl  hukuml  yangl  dipakail  sebagail  pelengkapl  danl  

jugal  berfungsil  memberikanl  informasil  tentangl  bahanl  hukuml  primerl  danl  bahanl  

hukuml  sekunderl  yangl  tidakl  berhubunganl  langsungl  denganl  pokokl  permasalahanl  l  

namunl  sangatl  dibutuhkanl  untukl  menunjangl  kelengkapanl  danl  kejelasanl  bahanl  



 

 

 

 

55

hukuml  primerl  danl  bahanl  hukuml  sekunderl  tersebut,l  misalnyal  kamusl  bahasal  

Indonesia.l   

D.l  Metodel  Pengumpulanl  Data 

Metodel  pengumpulanl  datal  yangl  dipergunakanl  dalaml  penelitianl  inil  adalahl  l  

studil  kepustakaanl  (libraryl  research)l  yaknil  serangkaianl  kegiatanl  yangl  berkenaanl  

denganl  pengumpulanl  pustaka,l  membacal  danl  mencatatl  sertal  mengelolahl  hasill  bahanl  

penelitianl  yangl  merupakanl  suatul  penelitian.l  Menurutl  Nazirl  “Studil  kepustakaanl  

adalahl  Teknikl  pengumpulanl  datal  denganl  mengadakanl  studil  penelaahanl  terhadapl  

buku-buku,l  literatur-literatur,l  catatan-catatan,l  danl  laporanl  yangl  adal  hubunganl  

masalahl  yangl  diselesaikan”
141

 

 

E.l  Metodel  Analisisl  Data 

Analisisl  datal  hasill  penelitianl  inil  dilakukanl  secaral  kualitatifl  denganl  pendekatanl  

deskriptifl  l  yangl  bertujuanl  untukl  l  menganalisisl  melaluil  datal  lalul  diolahl  dalaml  

pendapatl  ataul  tanggapanl  danl  data-datal  sekunderl  yangl  diperolehl  daril  pustakal  

kemudianl  dianalisisl  sehinggal  diperolehl  datal  yangl  dapatl  menjawabl  permasalahanl  

dalaml  skripsil  ini. 
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l  Sugiyono,l  2018,l  Metodel  Penelitian,l  Jakartal  Gramedial  Indonesia,l  hal.64l   
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